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RINGKASAN

TATI MARYATI. Analisis Faktor Kendala Pengajuan Sertifikat Halal Pelaku
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek. Dibimbing
oleh RIZAL SYARIEF dan ROKHANI HASBULLAH.

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim mencapai 85%
merupakan pasar potensial untuk produk halal. Produk halal tersebut di hasilkan
oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya
mencapai 99.9% dari total industri 56.5 juta. Hal ini menjadikan UMKM sebagai
penggerak perniagaan di Indonesia, termasuk didalamnya UMKM makanan beku.
Namun demikian diperoleh fakta bahwa banyak pelaku UMKM makanan beku di
Jabodetabek tidak bisa mengajukan sertifikat halal. Penelitian ini dilakukan untuk:
(1) mengidentifikasi karakteristik UMKM makanan beku; (2) menganalisis faktor
kendala pengajuan sertifikat halalnya dan (3) merumuskan strategi untuk
mengatasi permasalahan dalam pengajuan sertifikat halal.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah tiga puluh (30) pelaku
UMKM makanan beku di Jabodetabek dan sepuluh (10) ahli di bidang pangan dan
perizinan. Metoda yang digunakan adalah gabungan convenience dan purposive
sampling. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa latar
belakang pendidikan pelaku UMKM, masa usaha, pendapatan, dan fasilitas
produksi termasuk mesin yang digunakan, faktor kendala di dalam pengajuan izin
industri, izin edar MD dan sertifikat halal, serta berapa banyak pelaku UMKM
makanan beku di Jabodetabek yang tidak memiliki izin industri, izin edar MD dan
sertifikat halal. Penentuan alternatif srategi menggunakan proses hirarki analitik
(AHP) dengan program Expert Choice 2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM makanan beku di
Jabodetabek adalah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki fasilitas produksi
yang layak dan menggunakan mesin berteknologi sederhana. 1zin edar MD adalah
faktor kendala yang dihadapi pelaku UMKM makanan beku ketika mengajukan
sertifikat halal. Berdasarkan hasil analisis dengan AHP, tujuan UMKM
mengajukan sertifikat halal adalah untuk peningkatan daya saing produk (0.575)
sebagai prioritas pertama yang diikuti dengan peningkatan perekonomian (0.203).
Upaya peningkatan daya saing tersebut dilakukan melalui program
pendampingan (0.321) yang merupakan aspek prioritas yang diikuti dengan aspek
keamanan pangan (0.278). Aktor yang paling berperan untuk meningkatkan daya
saing melalui program pendampingan adalah BPOM (0.484) yang dikuti oleh
pelaku UMKM itu sendiri (0.215). Sarana dan prasarana produksi merupakan
faktor kendala yang merupakan priorotas utama yang dihadapi UMKM (0.572),
namun menurut BPOM faktor kendala yang paling berpengaruh adalah bahan
baku yang digunakan oleh UMKM (0.233) sehubungan dengan bahan baku yang
digunakan pada umumnya bahan curah yang agak sulit dalam penelusurannya.
Dari kedua hal tersebut, menurut PEMDA, sikap UMKM memegang peranan
yang paling penting (0.838) dalam menghasikan produk yang baik. Untuk itu,
UMKM layak mendapatkan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait.
Untuk menjalankan program pendampingan tersebut Pemerintah melalui
BPPTPM membutuhkan data lengkap UMKM agar pendampingan atau bantuan



yang diberikan tepat sasaran. Kelengkapan data dapat diperoleh jika UMKM
memiliki legalitas usaha yang dapat dimulai dengan mengurus akte pendirian
usaha (0.432) yang diikuti dengan perizinan lainnya.

Strategi alternatif yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini
adalah pendampingan berproduksi yang baik (0.343), birokrasi pengurusan MD
yang mudah dan cepat (0.169) serta birokrasi izin usaha 1UIl dipermudah (0.153).
Implikasi manajerial yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan
UMKM dalam pengajuan sertifikat halal, adalah dengan pembinaan cara produksi
yang baik dan intens, kemudahan dan kecepatan birokrasi pengurusan izin edar
MD, implementasi lIzin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di seluruh wilayah,
sentralisasi usaha makanan beku, bantuan mesin berteknologi lebih modern dan
lembaga pemerintah lainnya dapat memfasilitasi UMKM mendapat izin edar MD.

Kata kunci: 1zin edar MD, makanan beku, pelaku UMKM, sertifikat halal.



SUMMARY

TATI MARYATI. Constrains Factor Analysis in Halal Certificate Submission of
Small Medium Enterprises of Frozen Food in Jabodetabek. Supervised by RIZAL
SYARIEF and ROKHANI HASBULLAH.

Indonesia with 85% Muslim population is a potential market for halal
products. Those halal products produced by Micro, Small and Medium
Enterprises (SMEs), which reach 99.9 % of 56.5 million total industries in
Indonesia. It makes SMEs as a driver of commerce in Indonesia. However, many
SMEs frozen foods in these areas could not apply for the halal certificate. This
study conducted to: (1) identify the characteristics of SMEs frozen foods; (2)
analyze the constraint factors when submission halal certificates and (3) formulate
strategies to overcome problem in halal certificate Submission.

Respondents in this study were thirty (30) frozen food SMEs in
Jabodetabek and ten (10) experts in field of food and licensing. The method used
was a combination of convenience and purposive sampling. Information obtained
from this research were SMEs educational background, business period, revenue,
and production facilities including machines used, and as well as how many
frozen food SMEs in Jabodetabek unlicensed of industrial, marketing
authorization MD and halal certificate.

The determination of strategy alternatives use analytical hierarchy
process (AHP) with Expert Choice 2000 Program. This study showed that frozen
food enterprises were micros with not proper production facility and using simple
technology. Marketing authorization MD was obstacle factor in halal certificates
submission. Based on AHP analysis the purpose of SMEs submit halal certificate
was improving product competitiveness (0.575) as the first priority followed by
improving the economy (0.203). Efforts to increase competitiveness is done
through a mentoring program (0.321), which is a priority aspect followed by food
safety aspects (0.278). The actor who most contribute to improve competitiveness
through the mentoring program is BPOM (0.484) were followed by SMEs
themselves (0.215). Production facilities and infrastructure were main constrains
factor for SMEs (0.572), but according to BPOM the most influential factor was
raw material used by SMEs (0.233) that mostly raw materials used bulky
materials that bit difficult in traceability. From both, according to the local
government, the attitude of SMEs holds the most important factor (0.838) to
produce good product. For that, SMEs deserve to get mentoring from the
government or related agencies. To conduct this mentoring program, Government
through BPPTPM requires complete data of SMEs so that mentoring program can
be provided properly. Completeness of data can be obtained if SMEs submit
business lisence (0.432) followed by other licenses.

The best strategy alternatives can be recommended were good manufacturing
practices (0.343), bureaucratic of MD accelerated and simplified (0.169) and
bureaucratic of business license simplified (0.153).

Managerial implication recommended to overcome the problems of
SMEs in obtaining halal certificate are good manufacturing practices, bureaucratic
of the marketing authorization MD simplified and accelerated, implementation of
business lisence ITUMK in all regions, industrial centralization of frozen food,



provide modern production machine and all government agencies facilitate SMEs
to get marketing authorization MD.

Keywords: Certificates halal, frozen food, marketing authorization MD, SMEs.
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1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan data dari BPS (2015) jumlah penduduk Indonesia sudah
mencapai 252.2 juta dan 85% nya Muslim sehingga Indonesia merupakan pasar
potensial untuk produk halal. Produk halal tersebut di hasilkan oleh para pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 99.9%
yang terdiri dari: usaha mikro: 98.79%; usaha kecil: 1.11%; dan usaha menengah:
0.09%; sedangkan usaha besar hanya 0.01% dari total industri 56.5 juta
(Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2013). Hal ini menjadikan
UMKM sebagai penggerak perniagaan di Indonesia, termasuk didalamnya
UMKM makanan beku. UMKM sudah selayaknya mendapat perhatian Khusus
dari pemerintah, dengan memberikan dukungan dan bantuan berupa pelatihan atau
bimbingan untuk meningkatkan mutu produk-produk UMKM dari sisi kemasan,
label dan tentunya mutu dan kehalalannya serta pemasarannya.

Produk bermutu baik dibutuhkan oleh semua pelanggan namun khusus
bagi pelanggan Muslim selain mutu juga dibutuhkan sertifikat halal agar dapat
memecahkan keraguan konsumen saat memilih makanan (Samori et al. 2014).
Dalam konteks perdagangan internasional, dari sudut pandang global,
keseragaman dan konsensus standar halal di negara-negara di seluruh dunia yang
mayoritas Muslim merupakan sesuatu yang harus ditargetkan segera tercapai.
Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf et al. (2016), standard halal harus diikuti
oleh semua pemilik usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap Islam,
kebersihan dan aspek kesehatan serta jaminan mutu. Sebagian besar pelaku usaha
tidak akan termotivasi untuk bekerja keras untuk mendapatkan sertifikasi Halal
jika manfaatnya tidak diterjemahkan ke dalam pertumbuhan bisnis mereka.

Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal mendorong dan
membimbing para pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya dan
tentunya dapat menangguhkan atau membatalkan sertifikat halal dari pelaku
usaha yang tidak mengikuti standard halal. Produk berlogo halal sangat penting
karena konsumen mungkin tidak dapat membaca bahan ilmiah yang digunakan
dalam produk tetapi karena berlogo halal, mereka tidak akan memiliki keraguan
atas mutu produk (Majid et al. 2015). Namun demikian yang terjadi di Malaysia,
meskipun lembaga yang berwenang sudah tegas, masih banyak pelaku usaha yang
mencamtumkan logo halal hanya karena untuk menarik minat pembeli Muslim
saja bukan karena faktor kepedulian terhadap agama, kebersihan, kesehatan dan
jaminan mutu (Mukti 2012).

Quantaniah et al.(2013) mengemukakan bahwa agama memainkan salah
satu peran yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan makanan, oleh
karena itu, cara produk ini dipromosikan kepada konsumen yang lebih religius,
harus disesuaikan dengan uraian spiritual dan keagamaan serta pengaruh yang
konsumen akui. Semakin baik ketaatan beragama konsumen, semakin tinggi
kepedulian dan kebutuhan terhadap produk halal. Ahmad et al. (2011)
mengatakan bisnis Halal untuk Muslim merupakan bisnis yang berkomitmen



dengan agama. Bisnis makanan halal memerlukan komitmen yang kuat yang
diperlukan untuk membuat bisnis produk halal terus berkembang.

Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam bisnis halal di pasar
global, yaitu kepercayaan pasar pada kemampuan Indonesia untuk menghasilkan
produk pangan yang kehalalan nya terjamin (Abdul et al. 2013). Perkembangan
yang begitu cepat dalam bidang teknologi proses produksi saat ini menghasilkan
produk-produk yang sulit ditelusuri kehalalannya. Oleh karena itu pengujian
laboratorium diperlukan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan untuk
dicantumkan dalam label kemasan produk (Khairi 2011). Sebuah industri yang
menghasilkan produk yang baik dengan kemasan yang baik serta label yang
informatif akan dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam penetrasi pasar,
untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sementara Borzooei dan Asgari
(2014) mengemukakan strategi pemasaran dan pengembangan modal sumber daya
merupakan kebutuhan yang paling penting bagi negara-negara yang ingin
membangun bisnis halal global.

Permasalahan produk halal, selain menyangkut bisnis juga menyangkut
sains, inovasi dan teknologi serta agama, yang melibatkan beberapa pihak terkait
seperti pelaku usaha, saintis dan ahli teknologi serta ahli agama atau ulama. Dan
inilah yang membuka pemikiran kita bahwa teknologi tinggi dan kompetensi para
saintis dalam melakukan pengujian dan penelitian halal ada didalam Islam.
Khattak et al. (2011) mengemukakan hampir setiap Muslim baik yang taat
ataupun tidak, sangat serius tentang makanan yang dimakannya. Makanan yang
diharamkan dalam Islam sangat jelas tertera di dalam Al Qur an, namun saat ini
banyak produk yang dibuat dari hasil bioteknologi misalnya, seperti penggunaan
gen dan enzim. Jika bahan-bahan ini diperoleh dari tanaman asal akan dianggap
sebagai Halal. Namun jika diperoleh dari hewan maka perlu penelusuran lebih
lanjut seperti pengujian di laboratorium. Makanan halal harus diinformasikan
dengan jelas pada label.

Hasan (2014) mengemukakan Sertifikasi halal melalui komisi fatwa MUI
dan labelisasi halal oleh BPOM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan
perlindungan hukum produk pangan halal. Sementara Sopa (2008) mengemukkan
dalam disertasinya bahwa proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI
terhadap makanan, obat-obatan dan kosmetika tidak mengikuti kaidah kehalalan
yang dirumuskan mazhab tertentu tetapi berasal dari berbagai mazhab. Produk
halal merupakan kebutuhan Muslim, karena itu ketersediaanya merupakan suatu
kewajiban di negara yang mengakui keberadaan Muslim atau yang memiliki
penduduk Muslim, ketersediaan dan kemudahan perolehannya merupakan
pemenuhan hak Muslim, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya
Muslim. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang
kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Hafiz (2013)
menyatakan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Negara melindungi  setiap
bangsa Indonesia dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk
agama masing-masing termasuk didalamnya perlindungan konsumen Muslim.

Jumlah sertifikat halal itu sendiri tampak dengan jelas peningkatannya
seperti pada Tabel 1. Kepedulian masyarakat terhadap kehalalan makanan,
minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan semakin meningkat, hal ini dapat
dilihat dari adanya peningkatan jumlah produk berlogo halal ditahun 2015, namun
disisi lainnya jumlah sertifikat halal nya itu sendiri peningkatannya tidak sebesar
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jumlah produknya terutama jika dibandingkan dengan jumlah industri di
Indonesia.

Zulkarnain (2014) mengemukakan bahwa sepanjang tahun, peminat
produk Halal meningkat pesat di antara Muslim dan bahkan non-Muslim karena
meningkatnya kesadaran konsumen. Mengonsumsi produk halal adalah kewajiban
menurut agama bagi Muslim sedangkan untuk konsumen lainnya di seluruh dunia
karena produk halal berkualitas tinggi, aman dan higienis. Kesadaran halal dan
sertifikasi halal adalah faktor yang sangat signifikan penting bagi produsen dalam
menumbuhkan minat masyarakat khususnya non Muslim untuk membeli
makanan halal dan untuk meningkatkan tingkat kesadaran terhadap produk halal
dengan menyediakan informasi yang memadai dan menarik terutama pada
sertifikasi halal (Aziz dan Chok 2012).

Tabel 1 Peningkatan jumlah perusahaan dan dan sertifikat halal dalam empat (4)
tahun terakhir.

Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Sertifikat Halal
2013 913 1092

2014 961 1313

2015 1046 1396

2016* 423* 516*

Sumber data: LPPOM MUI (Seminar Halal Nasional)
* Data sementara

Pada saat ini kecenderungan masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi
lebih memilih produk yang bisa disimpan lebih lama dan cepat diolah seperti
halnya makanan beku. Daging dan susu serta produk olahannya adalah jenis
produk yang banyak diminati. Penyimpanan dalam suhu beku membantu produk-
produk ini memiliki masa simpan lebih lama. Makanan beku pada umumnya
berbahan dasar susu dan daging, keduanya merupakan jenis makanan yang cepat
berubah mutunya.

Kategori produk yang terbuat dari bahan dasar hewani merupakan salah
satu produk yang beresiko tinggi (Halal Directory LPPOM MUI 2013-2014).
Bakso, contohnya, merupakan salah satu produk makanan beku yang sangat
disukai masyarakat Indonesia khususnya sebagai pangan jajanan anak sekolah.
Masalah yang sering dijumpai pada bakso adalah angka lempeng total (ALT) dan
koliform yang melebihi jumlah maksimal. Bakso merupakan pangan jajanan anak
sekolah dengan kandungan yang tidak memenuhi syarat paling tinggi, hal itu
disebabkan bahan utama pembuatan bakso adalah daging yang memiliki sifat
mudah rusak (Syah et al. 2015). Nugget adalah contoh lain dari produk makanan
beku yang berbahan dasar daging unggas. Daging unggas mudah terkontaminasi
mikroba sepanjang rantai produksi dan penjualan sehingga sangat beresiko tinggi
jika penanganannya tidak tepat. Para pedagang retail harus memahami titik kritis
dari produk tersebut seperti timbangan yang harus disterilkan setiap hari,
pembersihan dan sanitasi di gerai dengan menggunakan air panas bersuhu > 85 °
C, timbangan harus ditutup untuk mencegah akumulasi dan penyebaran lebih
lanjut dari E. Coli patogen, Salmonella dan Listeria. Pisau serta meja berbahan



baja sebaiknya dipilih supaya bakteri tidak mudah tumbuh (Adetunji dan
Odetokum 2013).

Adanya permintaan pasar terhadap makanan beku merupakan peluang bagi
UMKM untuk membuatnya. UMKM sebagai penggerak perniagaan di Indonesia,
kenyataannya mengalami kesulitan mengajukan sertifikat halal untuk produknya,
sementara Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk
yang beredar di Indonesia bersertifikat halal jika tidak menggunakan bahan non
halal, sehingga dari permasalahan tersebut dibutuhkan penelitian:

1. Bagaimana karakteristik pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek?

2. Faktor kendala apakah yang ditemui saat pengajuan sertifikat halal produk
makanan beku?

3. Strategi apa yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan
pelaku UMKM makanan beku ketika mengajukan sertifikat halal?.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik pelaku UMKM makanan beku di
Jabodetabek.

2. Menganalisis faktor kendala dalam pengajuan sertifikat halal produk
makanan beku.

3. Merumuskan strategi yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi
permasalahan para pelaku UMKM makanan beku ketika mengajukan
sertifikat halal.

Manfaat Penelitian

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi UMKM
Mendorong UMKM makanan beku untuk mengurus sertifikat halal,
sehingga produk-produknya semakin banyak beredar dan mampu bersaing
di pasar.

2. Bagi Pemerintah
Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat diimplementasikan secara
optimal, produk halal meningkat dan perekonomian masyarakatpun
semakin membaik.

3. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas
Muslim untuk mengonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya.

Ruang lingkup dari penelitian ini menggunakan pendekatan dari sisi
produsen yaitu para pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek.



2 TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan definisi
dan klasifikasi usaha mikro kecil dan menengah dari jumlah kekayaan yang
dimiliki para pelaku usaha dan penjualan yang dihasilkan per tahunnya. UMKM
yang memiliki peran sebagai penggerak niaga di Indonesia maju bersama seiring
dengan peningkatan jumlah industri. Peningkatan jumlah industri khususnya
industri produk halal dari tahun ke tahun tidak lepas dari adanya pertumbuhan
kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal.

Pergeseran gaya hidup cenderung membuat masyarakat lebih memilih
produk-produk yang memiliki daya simpan lebih lama seperti makanan beku.
Makanan beku merupakan makanan yang dibekukan dengan cara mengubah
hampir seluruh kandungan air di dalam produk menjadi es (Evans 2008). Keadaan
beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya
simpan produk menjadi lebih panjang Pembekuan merupakan cara yang paling
lama yang digunakan oleh manusia dalam mengawetkan makanan. Penyimpanan
produk ini menggunakan freezer (mesin pembeku). Untuk mengetahui bahwa
suhu beku dapat memperpanjang usia produk dapat dibuktikan salah satunya
dengan menggunakan kemasan cerdas yang terbuat dari film PVA-khitosan
dengan pewarna alami daun erpa yang mengandung pigmen antosianin. Warna
film lebih stabil atau tidak berubah pada suhu penyimpanan yang lebih rendah,
yaitu pada suhu beku dan sangat mudah berubah pada suhu penyimpanan ruang
atau lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film yang disimpan pada
freezer memiliki warna lebih stabil selama 78 hari (Nofrida et al. 2013).

Mengonsumsi produk pangan yang aman dan bermutu merupakan hak
asasi setiap manusia, tentunya tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh
Industri Rumah Tangga seperti UMKM. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,
pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat harus
didasarkan pada standard dan persyaratan kesehatan. Undang-Undang tersebut
mengamanahkan bahwa produk yang tidak memenuhi ketentuan standard,
persyaratan kesehatan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan
dan harus ditarik dari peredaran, dicabut izin edarnya serta disita untuk
selanjutnya dimusnahkan.

Peraturan Kepala BPOM RI HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas
Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan menjelaskan: (1)
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah maupun yang tidak diolah dan (2) Pangan olahan adalah makanan atau
minuman hasil proses dengan metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.



Izin Edar Makanan Beku

Peraturan Kepala BPOM RI No0.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang
pedoman  pemberian  sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah
tangga.menyebutkan tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri
Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagai panduan bagi berbagai pihak yang terkait
dengan bidang keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Dalam peraturan tersebut terdapat enam belas (16) kelompok makanan atau
minuman yang diizinkan untuk memperoleh Sertifikasi Produk Pangan Industri
Rumah Tangga (SPP-IRT), sementara makanan beku atau makanan yang dalam
penyimpanannya menggunakan mesin pembeku (freezer) yang pada umumnya
berbahan dasar daging dan susu serta produk olahannya, tidak terdapat dalam
kelompok tersebut sehingga izin edar yang harus dimiliki adalah izin edar MD.
Izin edar MD merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan dan dipenuhi
ketika mengajukan sertifikat halal untuk produk yang dikelompokkkan sebagai
produk beresiko tinggi seperti makanan beku. Izin edar MD berbeda
pengurusannya dengan PIRT karena izin edar MD pengurusannya melalui BPOM,
sedangkan PIRT melalui Dinas Kesehatan..

Proses pengajuan izin edar MD menurut BPOM yang dapat diakses dari
website BPOM berupa E-Registration, sebagai berikut: (1) Melampirkan Izin
Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau IUI ( Izin Usaha Industri ) dari Pemda setempat
sesuai Pedoman Pelaksanaan Pemberian IUMK (2015); (2) Melakukan pengujian
produk ke laboratorium yang sudah diakreditasikan dan (3) Mengajukan
permohonan izin edar MD ke Badan POM RI (rangkap 2), mengisi formulir
permohonan MD dan menyertakan lampirannya berupa rancangan etiket/label
produk dan mengirimkan berkas permohonan ke Direktorat Penilaian Keamanan
Pangan Badan POM RI.(www.pom.go.id)

Etiket atau label produk sangatlah penting, bagi sebagian masyarakat yang
belum paham, label hanya merupakan pelengkap kemasan, padahal label adalah
informasi kandungan bahan yang ada didalam produk, masa berlaku produk,
informasi izin edar dan informasi lain tentang produk yang perlu diketahui oleh
konsumen. Indrawati (2011) mengatakan bahwa ketentuan pelabelan produk
pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 belum
memenuhi asas-asas perlindungan konsumen yakni keadilan, asas manfaat,
keselamatan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Pemahaman tentang label itu
sendiri belum sepenuhnya dipahami dengan baik, seakan label dapat ditempel
kapan pun, dengan informasi yang dikehendaki pembuat produk, contohnya
banyak logo halal yang ada dikemasan bukan logo halalnya LPPOM MUI tapi
logo halal buatan sendiri.

Selain label, hal lain yang diperiksa ketika mengajukan izin edar MD
adalah bahan baku yang digunakan, bahan baku harus memiliki label yang jelas
sehingga mampu ditelusuri, pengawasan terhadap pasokan bahan baku harus ketat
untuk memudahkan ketertelusurannya. Tingkat pasokan makanan di perusahaan
makanan halal di Malaysia saat ini contohnya, tidak memuaskan karena kurang
dari 24 % dari perusahaan-perusahaan ini yang menerapkan kontrol terhadap
rantai pasok (Rahman et al.2013).

Industri produk halal yang khas dan berinovasi menjadi faktor yang paling
penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang di Malaysia.
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Dalam lingkungan yang kompetitif produk halal mulai menjadi pilihan yang lebih
disukai oleh pelanggan. Hal ini disebabkan kebersihan, keamanan dan kualitas
produk halal yang dapat dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat (Mazita et
al.2014). Tan et al. (2012) mengatakan pentingnya untuk menjadi inovatif dalam
menjaga integritas halal, untuk memenuhi permintaan produk halal yang kian
terus meningkat. Pengawasan rantai pasok dari hulu sampai hilir harus dilakukan
secara seksama dan jelas. Untuk mencapai integritas halal, semua pemegang
saham di industri daging harus memiliki pengetahuan syariah untuk produksi
daging halal serta otoritas sertifikasi halal harus dilengkapi dengan teknik analisis
cepat, handal dan biaya yang murah untuk membedakan daging halal dari non—
halal (Nakyinsige et al. 2012).

Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor
yang juga diperiksa ketika mengajukan izin edar MD karena CPPB ini penting
untuk memenuhi standard mutu pangan. CPPB sangat berguna bagi kelangsungan
hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang, maupun yang berskala
besar untuk menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman
bagi kesehatan, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat dan industri
pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. Masyarakat pada umumnya
akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam
kesehatan. UMKM pada umumnya merupakan kelompok yang paling rentan
terhadap resiko karena kurangnya sumber daya untuk mengawasi pasokan halal
berdedikasi rantai (supply chain). Kelompok ini harus memiliki rantai pasok yang
baik jika tidak akan membuat mereka lebih beresiko (Zailani et al. 2010).

Dalam era globalisasi, rantai suplai halalan toyyiban diterapkan melalui
penerapan skema jaminan mutu. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai
ini dapat mengklaim dan konsumen dapat mempercayai bahwa daging halal
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Penyimpanan yang tepat bisa
menjaga kualitas produk dan terhindar dari penyakit berasal dari produk daging.
transportasi khusus untuk penyimpanan unggas sangat dianjurkan sebagai jaminan
halalan toyyiban dari unggas (Normalina et al. 2013)

Sebagai contoh pentingnya rantai pemasok yang berdedikasi halal adalah
ditemukannya peningkatan kandungan Staphylococcus aureus pada daging ayam
beku yang dilalulintaskan melalui pelabuhan penyeberangan. Untuk menekan
jumlah staphylococcus aureus pengawasan harus dilakukan sejak awal rantai
proses dengan menerapkan sanitasi dan hygiene ketika berproduksi (Dewantoro et
al. 2010).

Jaminan Produk Halal

Pengertian produk halal sesuai Undang-Undang adalah produk yang telah
dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Produk halal sangat penting bagi Muslim
karena adanya perintah Allaah untuk mengonsumsi makanan yang halal saja
sesuai Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 168 dan 173, surat Al Maidah ayat 3 dan
88, dan surat An Nahl ayat 114 dan 115.

Perusahaan makanan harus menjamin produk makanan yang diproduksinya
halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Undang-Undang jaminan Produk



Halal memiliki tujuan baik, bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Bagi
masyarakat dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan
kepastian ketersediaan produk halal. Sedangkan bagi pelaku usaha untuk
meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkannya.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33
Tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal. Jika pelaku usaha yang membuat produk dari
bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 dan pasal 20, dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal
dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Dari penjelasan
ini diperoleh informasi bahwa jika produk dibuat dari bahan halal harus
bersertifikat halal sedangkan jika dibuat dari bahan non halal maka produknya
wajib mencantumkan logo non-halal. Dan jika pelaku usaha yang tidak melakukan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat dikenai sangsi
administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda administratif dan (c)
pencabutan sertifikat halal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sangsi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. Pelaku usaha yang tidak
menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 huruf b dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau dengan pidana denda paling banyak Rp2 000 000 000
(dua miliar rupiah). Dan sesuai pasal 57 Undang-Undang Jaminan Produk Halal
ini setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses jaminan produk halal
(JPH) yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi
yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dengan pidana
denda paling banyak sebesar Rp2 000 000 000 (dua miliar rupiah).

Sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
dijelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”, dari pasal tersebut diketahui bahwa kebebasan beragama
menjadi satu-satunya hak asasi manusia yang tegas diatur dalam UUD RI 1945.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal diperjelas dalam pelaksanaannya
dalam Peraturan Presiden No. 83/2015. Saat ini Badan Standarisari Nasional
sedang menyusun Standard Nasional Indonesia (SNI) sistem jaminan halal dan
SNI lainnya yang berhubungan dengan produk halal.

Penarapan Sistem Jaminan Halal di perusahaan merupakan persyaratan
dalam proses sertifikasi halal karena dapat memberikan jaminan
kesinambungannya proses produksi produk halal (LPPOM MUI 2012). Kolkman
(2014) mengatakan organisasi yang sudah memiliki dan menerapkan sistem
jaminan halal akan lebih mudah mendapatkan sertifikat halal.

Produk halal nasional diharapkan bisa menjadi salah satu hambatan produk
asing ke Indonesia, untuk itu peningkatan produksi produk halal harus
mendapatkan perhatian dan dukungan dari banyak pihak.

Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan prosedur sertifikasi
produk halal yang benar sangat dibutuhkan agar pemahaman masyarakat
khususnya pelaku usaha seragam.



Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur
penting yang sangat berpengaruh ketika mengajukan sertifikat halal bagi pelaku
UMKM makanan beku, dan kaitan nya antara unsur-unsur tersebut seperti terlihat
pada Gambar 1.

Pelaku UMKM makanan beku ketika akan mengajukan sertifikasi halal
untuk produknya, harus memenuhi kriteria keamanan pangan yang terdapat
dalam persyaratan MD dari BPOM, setelah memiliki MD, memahami dan
menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), melengkapi dokumen-dokumen yang
dibutuhkan seperti daftar produk, daftar bahan, matrix produk, manual SJH,
diagram alir proses, daftar alat dan fasilitas produksi, dan telah mengikuti
pelatihan, maka bisa melanjutkan pengajuan ke LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
untuk diaudit dan jika perlu dilakukan pengecekan laboratorium, kemudian hasil
audit dan pengujian laboratorium disampaikan ke komisi fatwa MUI. Jika sudah
lolos dari MUI maka akan mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH) dan label halal dari BPOM.

Untuk mendukung konsep penelitian tersebut diatas dilakukan tahapan
penelitian seperti tampak pada Gambar 2. Pertama kuesioner disebarkan kepada
para pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek untuk diisi dan hasil olahan
datanya digunakan untuk mengetahui karakteristik UMKM makanan beku di
Jabodetabek dan menganalisis faktor kendala pengajuan sertifikat halalnya, yang
kedua melakukan FGD dengan para pakar untuk merumuskan hirarki AHP dan
kuesioner, yang selanjutnya kuesioner tersebut didistribusikan kepada para pakar
kemudian hasilnya diolah untuk merumuskan strategi pengajuan sertifikat halal.

Paham SJH
MD/BPOM
. Menerapkan
IUI (I1zin Usaha \é%) SIH
Industri )/IUMK & N\
Dokumen SH:
UMKM Uji Laboratorium Daftar Produk LPH
Makanan Daftar bahan &
Beku Permohonan kepada Matrix Produk Fatwa
BPOM dengan Manual SJH = Halal
_s| memenuhi Cara Diagram Alir Dari
Produksi Pangan yang proses MUI
Baik Untuk Industri Daftar alat dan
Rumah Tangga fasilitas produksi.
(CPPB-IRT) o ,Pelatihan,dan
% audit halal
97/
Sumber: BPOM dan LPPOM-MUI Tidak dapat MD

Gambar 1 Kerangka konseptual penelitian
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Menyebarkan kuesioner FGD (Focus Group
[ Discussion)
UMKM
| | | | | |
Pakar Pakar Pakar Dir. Pakar Pakar Pakar
Dir. Dir.Std. Penilaian Izin Izin 1zin
Surveilen || Pangan Keamanan | | edar U Ul
Pangan Pangan MD UMK | | /IUMK
Dari Keca Keca
BPOM matan matan
| |
| | | y
Untuk  mengidentifikasi  karakteristik Dirumuskan strategi untuk
UMKM dan menganalisis faktor kendala membantu para UMKM

UMKM makanan beku di Jabodetabek | ~| Makanan beku memperoleh
ketika pengajuan sertifikat halal. sertifikat halal.

Gambar 2 Kerangka tahapan penelitian

3 METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
makanan beku di Jabodetabek pada bulan Januari — April 2016.

Disain Penelitian

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan
kualitatif dengan pendekatan survey melalui penyebaran kuesioner untuk 7 (tujuh)
kelompok responden yaitu kelompok UMKM makanan beku Jabodetabek dan
kelompok pakar dari direktorat Standardisasi produk pangan Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM), pakar dari direktorat penilaian keamanan pangan,
pakar dari direktorat surveilen produk pangan, pakar perizinan MD, pakar
perizinan dari kecamatan, pakar perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang sebelumnya Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
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Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Sumber data merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan
menggunakan kuesioner yang kemudian diolah secara deskriptif untuk
menganalisis dan membandingkan gambaran kendala pelaku UMKM (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah) makanan beku mengajukan sertifikat halal,
selanjutnya Focus Discussion Group (FGD) dengan para pimpinan lembaga
terkait perizinan dan pengurusan izin edar (MD), setelah FGD dilanjutkan dengan
wawancara mendalam dengan kepala badan perizinan Jabodetabek. Penetapan
sumber informasi atau responden pakar terkait dengan pertimbangan: (1)
keterjangkauan dan kesediaan untuk diwawancarai; (2) keberadaan responden; (3)
reputasi; (4) memiliki kredibilitas sebagai pakar dan (5) memiliki pengalaman
pribadi sehingga mampu memberi saran yang benar. Selain itu pakar terpilih
dianggap dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan 3 karakteristik: efisien,
efektif dan sadar akan keterbatasan (Eriyatno 2007).

Berdasarkan hasil FGD disepakati bahwa fokus yang ingin dicapai adalah
UMKM makanan beku dapat mengajukan sertifikat halal, dengan tujuan
peningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat meningkat, pembangunan
disegala sektor meningkat dan perekonomian meningkat. Sementara aspek-aspek
yang memengaruhi tercapainya tujuan adalah keamanan pangan, legalitas usaha,
kemudahan akses pembiayaan, dan pendampingan dengan aktor yang berperan
didalamnya adalah BPOM, UMKM, Kecamatan dan BPPTPM. Selanjutnya
menetapkan faktor-faktor yang berpengaruh di setiap aktor yang hasilnya
dijadikan alternatif strategi yang dianalisis menggunakan teknik AHP.

Penentuan strategi alternatif pada penelitian ini berdasarkan pengujian
preferensi pakar dengan menggunakan AHP. Prinsip kerja AHP itu sendiri adalah
menyederhanakan persoalan kompleks menjadi bagian-bagian yang tertata dalam
suatu hirarki. Nilai numerik diberikan para ahli terhadap kepentingan setiap
variabel kemudian dibandingkan secara relatif dengan variabel yang lain.
Selanjutnya sintesa dilakukan untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas
tertinggi dan memiliki peran dapat memengaruhi hasil pada sistem. AHP dipilih
karena dapat menggambarkan secara grafis sehingga lebih mudah dipahami oleh
semua pihak. Selain itu AHP juga menguji konsistensi penilaian, jika terjadi
penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka penilaian
harus diperbaiki atau hirarki harus di struktur ulang (Marimin dan Maghfiroh
2010).

Selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner (yang telah disusun berdasarkan
struktur AHP) kepada 10 pakar tersebut diatas. Data yang diperoleh diolah untuk
merumuskan strategi dalam membantu persoalan para pelaku UMKM makanan
beku di Jabodetabek dalam pengajuan sertifikat halal dengan menggunakan
analitycal hierarchy process (AHP) dengan bantuan perangkat lunak Expert
Choice 2000.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sample untuk penelitian ini menggunakan gabungan
Judgemental sampling atau disebut juga purposive Sampling dan convenience
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sampling karena responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan kemudahan
penelitian. Teknis ini dipakai untuk penelitian yang strategis, dengan memilih
responden berdasarkan pengalaman seseorang yang dipercaya memiliki kriteria
responden penelitian (Sumarwan 2015). Judgetment sampling pada dasarnya
merupakan suatu bentuk convenience sampling jika dilihat dari cara pengambilan
sampelnya. Pada pengambilan sampel ini dirumuskan terlebih dahulu kriteria-
kriteria nya oleh peneliti, sehingga subjektifitas dan pengalaman peneliti sangat
berperan (Sugiarto 2001).

Responden untuk penelitian adalah UMKM makanan beku dan para pakar
di bidang pangan dan perizinan yang dipilih dengan purposive sampling yaitu
memiliki kriteria sebagai pakar di bidang pangan dan perizinan.

UMKM makanan beku yang sejak tahun 2012 harus memiliki izin edar MD
(Merk Dalam Negri) berdasarkan PERKA BPOM jumlah nya menjadi lebih tidak
jelas karena mereka kesulitan mendapat izin edar MD, padahal izin edar MD juga
dibutuhkan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dokumen yang harus
dimiliki ketika mengajukan sertifikat halal.

Gay dan Diehl (1992) mengemukakan bahwa sampel harus sebanyak-
banyaknya, semakin banyak sampel yang diambil akan semakin representatif.
Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis
penelitiannya. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya
adalah 10% dari populasi, begitu pula jika penelitiannya korelasional minimal
sampel adalah 30. Untuk itu kuesioner disebar di sebuah perkumpulan UMKM
Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) dan dipilih 30 UMKM
yang dijadikan responden mewakili UMKM makanan beku Jabodetabek. Uji
validitas dan uji reliabilitas kuesioner dilakukan terhadap 3 (tiga) kelompok
pertanyaan yaitu mengenai sertifikat halal, izin edar MD dan izin industri dari
pertanyaan yang ada di kuesioner yang disebarkan kepada responden UMKM
makanan beku.

Teknis Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum melakukan pengamatan dan perhitungan terhadap data yang
diperoleh, pertama-tama dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilities
terhadap pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk
menunjukkan sejauh mana alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Butir
kuesioner dikatakan valid jika butir kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur. Sementara uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh
mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten dalam keberulangan (Singarimbun
dan Effendi 1989). Hasil uji validitas dan reliabilitas dilampirkan pada lembar
lampiran.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Mengidentifikasi karakteristik UMKM makanan beku di Jabodetabek dan
menganalisis faktor kendala yang dihadapi UMKM produk makanan beku
dalam pengajuan sertifikat halal. Data yang diperoleh dari kuesioner untuk
responden UMKM diolah dengan pengolahan deskriptif.

2. Tahapan FGD ( Focus Group Discussion)
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Dalam penelitian ini melibatkan pakar dari: (a) direktorat Standardisasi produk
pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan; (b) direktorat penilaian keamanan
pangan; (c) direktorat surveilen produk pangan; (d) perizinan MD; (e) perizinan
dari kecamatan; (f) perizinan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal yang sebelumnya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

FGD dilakukan dikantor BPOM dengan mengundang para pakar, khusus para
pakar perizinan, kerana yang hadir hanya yang dari Jakarta dan peneliti merasa
kurang puas, maka dilakukan wawancara mendalam dengan seluruh kepala
perizinan Jabodetabek.

Parameter-parameter hasil FGD dan wawancara mendalam yang digunakan antara
lain:

a. Fokus Penelitian: UMKM makanan beku dapat mengajukan sertifikat
halal.

b. Tujuan Penelitian: (i) Peningkatan daya saing; (ii) Perekonomian
meningkat; (iii) Kesejahteraan masyarakat dan (iv) Pembangunan
disegala sektor.

c. Aspek-aspek untuk mencapai tujuan: Q)
Keamanan/kenyamanan/ketersediaan pangan; (ii) Legalitas usaha; (iii)
pendampingan dan (iv) Akses pembiayaan.

d. Aktor:

i. BPOM
Faktornya: (a) Lay out perusahaan; (b) Diagarm alir proses; (c) SOP;
(d) Peta lokasi; (e) Bahan baku; (f) Sanitasi; (g) Uji Laboratorium
dan (h) 1UL.

ii. KECAMATAN
Faktornya: (a) 1zin domisili; (b) Sikap UMKM

iii. BPPTPM
Faktornya: (a) Akte Pendirian; (b) Pengesahan SK Kehakiman; (c)
Keanggotaan BPJS; (d) Domisili Usaha;(e) Laporan Kegiatan
Penambahan Modal

iv. UMKM
Faktornya: (a) Sarana Prasarana; (b) Rumit; (c) Tidak Peduli dan (d)
Pelayanan kurang.

v. Strategi: (a) Bimbingan yang intens; (b) Sentralisasi tempat usaha;
(c) Pembinaan cara produksi pangan yang benar; (d) Pengujian
produk dilaboratorium; (e) Kemudahan birokrasi izin usaha/industri;
(f) Biaya mengurus izin edar MD murah dan (g) Proses birokrasi
urus izin edar MD cepat.

3. Selanjutnya adalah penyusunan hirarki berdasarkan diskusi dengan para pakar
melalui FGD dengan unsur-unsur penyusun hirarki seperti di atas yang
dilanjutkan dengan Depth interview dengan para pakar dibidang pelayanan
perizinan di Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Kuesioner AHP
didistribukan kepada para pakar. Pengolahan data dan revisi dilaksanakan
setelah kuesioner terkumpul. Secara skematis proses pengolahan data AHP
dalam penelitian ini di gambarkan pada Gambar 3.
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4. Pengolahan data dengan AHP dengan bantuan program Expert Choice 2000.
Pemilihan program AHP dalam penelitian ini karena dapat membantu
memecahkan masalah kualitatif yang tidak sederhana secara kuantitatif
melalui pengekpresian masalah dalam kerangka berfikir yang terorganisir
sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang
efektif. Proses hierarki analitik dikembangkan oleh Dr. Thomas L.Saaty
untuk mengorganisir informasi dan penilaian para ahli untuk mendapatkan
alternatif yang paling disukai (Saaty 1983). Prinsip kerja AHP itu sendiri
adalah menyederhanakan persoalan kompleks yang strategik, dinamik dan
tidak terstruktur menjadi bagian-bagian yang tertata dalam suatu hirarki. Nilai
numerik diberikan terhadap kepentingan setiap variabel secara subjektif
(menurut para ahli) tentang arti penting variable tersebut dan secara relatif
dibandingkan dengan variabel yang lain. Selanjutnya dilakukan suatu sintesa
untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan memiliki peran
dapat memengaruhi hasil pada sistem seperti tampak Gambar 4.

Mulai

v

Identifikasi informasi

v

Penyusunan hirarki

Penilaian setiap level hierarki

!

Penentuan prioritas

Pengujian —> | Revisi

konsistensi loais

Tidak konsisten

Konsisten

Penyusunan matrix
gabungan

\’

Pengolahan

Penentuan |~ | Selesai

Sumber : Marimin dan Maghfiroh (2010)

Gambar 3 Skema prinsip kerja AHP
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UMKM makanan beku dapat mengajukan sertifikat
Fokus
Halal
Tujuan | P.Daya Perekonomia Kesejakteraan Pembangunan
Saing n Meningkat Masyarakat Berbagai sektor
Aspek| Keamanan Legalitas Pendampi Akses
Pangan Usaha ngan Pembiayaan
Aktor BPOM Kecamatan BPPTPM UMKM I
Lay Out lzin Akte Sarana/
Diagram AP Domisili Pendirian Prasarana
Faktor |Standard OP - SKK
: Sikap Keanggotaan Rumit
;Zty? Ioléasll UMKM BPIS |
an Baku Domisili Tidak
Sanitasi Usaha Peduli
Uji lab LKPM
Strategi ool Ser}trali -Cara Uj Pengu MD | MD
dll ngan sasl Produk Lab rusan mu || Mu
Intens usaha Si Yang Ul rah danh
Benar mudah cepat

Gambar 4 Hirarki AHP



4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pelaku UMKM Makanan Beku

Karakteristik UMKM makanan beku di Jabodetabek dikaji melalui latar
belakang pendidikan pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek, masa usaha,
dan penjualannya. Dengan latar belakang pendidikan seperti tampak pada Gambar
5, pelaku UMKM makanan beku yang mayoritas ditempati lulusan dari Strata S-1
(53.3%), diharapkan mudah untuk memahami dan mengimplementasikan
pelatihan/ pembinaan yang diberikan.

60% 54%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

23%

3%

Jumlah UMKM

SMP/SMA D3 S1 S2 Lainnya

B Latar belakang pendidikan

Gambar 5 Latar belakang pendidikan UMKM makanan beku di Jabodetabek

Hasil pengolahan data dengan tabulasi silang seperti tampak pada Tabel 2,
diketahui bahwa yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi memiliki
masa usaha lebih panjang. UMKM makanan beku yang memiliki lama usaha > 15
tahun berlatar belakang pendidikan S-2, lama usaha 10-15 tahun berlatar belakang
pendidikan S-1, begitu juga dengan yang masa usahanya 5-<10 tahun berlatar
belakang pendidikan S-1, dari informasi ini tampak masa usaha pelaku UMKM
makanan beku dipengaruhi latar belakang pendidikan.

Tabel 2 Hubungan antara latar belakang pendidikan dengan masa usaha
pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek

Pendidikan Masa Usaha (tahun) Tidak
<5 5-<10  10-<15 >15 Menjawab
SMP/SMA 1 0 0 0 0
D-3 3 0 0 0 0
S-1 7 4 1 0 0
S-2 1 0 0 1 0
Lainnya 0 0 0 0 12
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Berdasarkan Gambar 6, pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek yang
memiliki omzet < 50 juta rupiah per tahun sebanyak 56.7%, omzet 50-200 juta
rupiah per tahun sebanyak 7%, omzet > 200 juta rupiah -500 juta rupiah per tahun
16.7%, dengan demikian UMKM responden penelitian ini adalah pelaku usaha
mikro.

60% - 56,70%
50% -
=
Y 40% -
=
DO 30% -
=
E 20% - 16,70%
0% . S\ . .
< 50 juta/tahun 50 - 200 juta/tahun >200 - 500 juta/tahun
Omzet

Gambar 6 Omzet UMKM makanan beku di Jabodetabek

Kendala UMKM Makanan Beku Mendapat Sertifikat Halal.

Proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan ketentuan dari LPPOM-MUI
saat ini, pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti
pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen: daftar
produk; daftar bahan dan dokumen bahan; matriks produk; manual sistem jaminan
halal; diagram alir proses; daftar alamat fasilitas produksi; bukti sosialisasi
kebijakan hala; bukti pelatihan internal dan bukti audit internal; melakukan
pendaftaran sertifikasi halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran
akad sertifikasi; pelaksanaan audit; melakukan monitoring pasca-audit; memiliki
izin edar PIRT/ MD dan memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko
tinggi. Dari semua persyaratan tersebut semuanya dapat disiapkan oleh pelaku
usaha sendiri kecuali izin edar MD diperoleh dari BPOM dan izin usaha dari
BPPTPM/Kecamatan.

Untuk mendapatkan izin edar MD seperti telah dijelaskan pada skema
konseptual penelitian, pelaku usaha harus memiliki zin Usaha Mikro Kecil
(ITUMK) dari Pemda setempat sesuai Pedoman Pelaksanaan IUMK, atau lzin
Usaha Industri (1Ul) dari BPPTPM, melakukan pengujian produk ke laboratorium
yang sudah diakreditasikan, mengajukan permohonan izin edar MD ke Badan
POM RI (rangkap 2), mengisi formulir permohonan MD dan menyertakan
lampirannya, menyertakan rancangan etiket/label produk dan mengirimkan berkas
permohonan ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI.
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Ketika akan mengajukan sertifikat halal, pelaku usaha melengkapi
dokumen dengan izin edar MD, dan ketika mengurus izin edar MD pelaku usaha
melengkapi dokumen dengan izin industri.

Pada Tabel 3 tampak bahwa pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek
yang tidak memiliki izin edar MD sebanyak 96.7%, jauh lebih banyak daripada
yang tidak memiliki sertifikat halal atau izin usaha. Yang tidak memiliki sertifikat
halal sebanyak 56.7% padahal menurut ketentuan kalau tidak memiliki izin edar
MD tidak bisa mengurus serifikat halal, namun kenyataannya ada 40% yang
memiliki sertifikat halal, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk
mengetahui keaslian sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku UMKM makanan
beku ini. Sementara yang tidak memiliki izin usaha sebanyak 76.7% atau yang
memiliki izin usaha sebanyak 20%.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa pelaku
usaha memiliki 3 pilihan: (1) bagi yang memproduksi makanan halal maka harus
memiliki sertifkat halal sehingga mereka dapat mencantumkan logo halal pada
produknya; (2) pelaku usaha yang berproduksi menggunakan bahan atau unsur
non halal maka harus mencantumkan simbol non halal pada produknya dan (3)
ketika tidak ada keduanya maka pelaku usaha melakukan pelanggaran dan dapat
dikenai sangsi.

Tabel 3 Kepemilikan izin edar MD, izin usaha, dan sertifikat halal

UMKM MD Halal Ul
%

Tidak memiliki 96,7 56,7 76,7

Memiliki 0 40 20

Tidak Menjawab 3,3 3,3 3,3

Pada Gambar 7, faktor yang menjadi kendala pelaku UMKM makanan
beku tidak bisa mengajukan sertifikat halal adalah kelengkapan dokumen (33.3%),
dan kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah melampirkan izin edar MD
salah satunya. Daftar bahan baku, proses produksi, memiliki sistem jaminan halal
semua bisa dilengkapi oleh pelaku UMKM makanan beku. Izin usaha IUI/ITUMK
diperoleh dari BPPTPM/Kecamatan, sudah tidak berbayar dan dipermudah oleh
BPPTPM/Kecamatan meskipun masih dianggap rumit oleh UMKM karena IUMK
belum diimplementasikan di seluruh wilayah. 1zin edar MD harus diperoleh dari
BPOM dan harus memenuhi persyaratan BPOM badan yang berwenang sebagai
pengawas makanan di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap keamanan
produk yang beredar di Indonesia. Kendala lainnya adalah biaya yang mahal
untuk menyiapkan seluruh dokumen yang diminta ketika mengajukan sertifikat
halal.Selanjutnya masng-masing 20% kendala yang ditemui adalah harus memiliki
izin edar MD dan pengurusan yang rumit.
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Gambar 7 Faktor kendala UMKM makanan beku mengurus sertifikat halal

Audit dan pengecekan laboratorium terhadap material yang tidak
dilengkapi dokumen perlu dilakukan karena saat ini banyak produk yang
dihasilkan dari proses teknologi sehingga membutuhkan penelusuran yang
seksama. Bahkan di Pakistan menurut Salman dan Siddiqui (2011), penelitian
dilakukan sebagai titik awal pengusaha di Pakistan memahami kebutuhan
sertifikasi makanan, karena banyak produk makanan lokal dan impor yang
tersedia di Pakistan memiliki logo halal tetapi tidak memiliki ketertelusuran.

Di negara yang mayoritas penduduknya Muslim ketersediaan produk halal
adalah suatu keharusan namun demikian ternyata masih banyak produk yang tidak
berlogo halal atau berlogo halal tetapi tidak asli, dan produk-produk ini masih
banyak diminati dan dikonsumsi, apakah karena ketidak pedulian konsumen,
kepercayaan konsumen kepada para produsen yang juga mayoritas Muslim atau
karena konsumen tidak memiliki pilihan padahal mereka membutuhkan yang
berlogo halal namun produk yang dibutuhkan sangat jarang yang bersertifikat
halal.

Persepsi UMKM makanan beku yang mengatakan memproduksi produk
halal sangat perlu sebesar 80%, sehingga data ini cukup menjawab bahwa pelaku
UMKM memproduksi produk halal karena permintaan. Kepedulian konsumen
terhadap logo halal yang tinggi selayaknya mendapat perhatian para pelaku usaha
untuk mengurus sertifikat halal untuk produk makanan bekunya. Kenyataannya
sebanyak 96.7% pelaku UMKM makanan beku di Jabodetabek tidak memiliki
izin edar MD sehingga tidak bisa mengajukan sertifikat halal.

Kesadaran dan sertifikasi halal adalah yang faktor- faktor yang
signifikan dalam menjelaskan keinginan masyarakat untuk membeli produk halal.
Seperti yang terjadi di Kanada, dengan meningkatknya imigran Muslim ke
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Kanada, Pemerintah Kanada harus membuat makanan halal terutama daging
(Alhabshi 2013). Sementara Putthongchai (2013) mengatakan bahwa dalam
kehidungan beragama di Thailand dimana Islam merupakan penduduk minoritas,
produk halal mudah diperoleh dan mereka bisa makan dan minum bersama saling
menghormati satu sama lain, bahkan mereka menjadikan masjid bukan saja
sebagai tempat ibadah bagi Muslim tapi juga tempat bersosialisasi dengan non
Muslim. Sedangkan di Brunai Darussalam yang masyarakatnya Muslim,
menjadikan makanan halal, akomodasi dan kualitas pelayanan yang baik sebagai
fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar turis Muslim (Mahmud 2013). Dan di
Amerika, Hawthorne (2014) mengemukakan bahwa mengonsumsi makanan halal
di Amerika merupakan identitas masyarakat Muslim lokal sekaligus menegaskan
bagian dari identitas mereka sendiri yang menghargai daging, higienis dan
diperlakukan secara manusiawi, serta menambah definisi halal di abad ke-21.
Sertifikasi halal akan membantu konsumen Muslim di seluruh dunia menerima
dasar yang sama terhadap apa yang diharapkan dari makanan halal mereka dan
konsumen Muslim menjadi pengaruh utama pada badan sertifikasi dan seluruh
industri makanan halal.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak Kita jumpai para warung-warung
makanan sampai dengan yang berkios baik yang kita namakan rumah makan yang
tidak memiliki sertifikat halal, namun usaha mereka laku keras, sehingga
merekapun beranggapan untuk apa harus memiliki sertifikat halal jika tanpa halal
saja sudah laku. Ada beberapa rumah makan yang menggantung sertifikat
halalnya di dinding padahal sertifikat halal yang mereka miliki sudah kadaluarsa
atau tidak berlaku lagi. Hal ini semua terjadi karena ketidakpahaman konsumen
kita terutama konsumen Muslim bahwa makanan halal adalah suatu keharusan
bagi Muslim. Dengan demikian masih diperlukan sosialisasi baik kepada
produsen maupun konsumen tentang pentingnya makanan halal bagi masyarakat
Muslim. Untuk menjaga integritas halal sepanjang rantai produksi dibutuhkan
sistem jaminan halal untuk mengendalikan sistem dari hulu sampa hilir termasuk
didalamnya orang-orang yang terlibat didalamnya. Hal ini harus diprioritaskan
mengingat bahwa tubuh otoritas akan memengaruhi perilaku pemain yaitu para
pelaku usaha dan orang atau lembaga yang terkait dengan produk halal. Iklan dan
kemajuan teknologi, kualitas produk halal, peraturan/kebijakan, agama, dan sikap
terhadap produk dianggap sebagai faktor pembuat keputusan terhadap produk
dengan merek halal (Kordnaeij et al.2013).

Mohamad (2014) mengemukakan produsen harus berusaha memimpin
industri di pasar halal dunia, perusahaan yang terlibat dalam produksi pangan
harus menggunakan agenda pengembangan produk yang dilengkapi dengan
akreditasi halal sebagai senjata kompetitif untuk kelangsungan bisnis mereka.
Seperti telah dijelaskan di muka bahwa untuk mengurus sertifikat halal pelaku
usaha juga harus melampirkan izin lain seperti izin usaha dan izin edar MD. Izin
usaha sendiri saat ini sudah tidak berbayar, sementara izin edar MD membutuhkan
biaya cukup besar, bahkan pelaku UMKM yang mendapat fasilitas izin edar MD
pun mengunduran diri karena ada biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan
seperti biaya memperbaiki fasilitas produksi. Dan untuk pengajuan sertifikat halal
banyak yang memberikan bantuan kepada para UMKM seperti dari kementrian
dan lembaga pemerintah lainnya.
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Pada Gambar 8 tampak faktor kendala mendapatkan lzin Usaha Industri
(1UI) sebesar 30% adalah rumit dalam pengurusan. Banyak dokumen yang harus
dilampirkan oleh para UMKM ketika mengurus 1Ul, sedangkan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, izin usaha untuk para UMKM adalah
cukup memiliki IUMK (lzin Usaha Mikro Kecil) yang bisa diperoleh dari kantor
Kecamatan yaitu berupa selembar kertas saja. Dari hasil wawancara mendalam
dengan seluruh kepala kantor perizinan Jabodetabek, ITUMK memang belum
diimplementasikan di seluruh wilayah karena masih dalam perbincangan dengan
tingkat pusat.
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Fakktor kendala mengurus IUI
Keterangan:

BA= Banyak aturan; WL=Waktunya lama; PTB= Pelayanan tidak baik;
M= Mahal; R=Rumit.

Gambar 8 Faktor kendala UMKM makanan beku mengurus 1UI

IUI atau IUMK ini merupakan salah satu dokumen yang harus dilampirkan
ketika mengurus MD. Dua alasan lain yang merupakan kendala dalam pengajuan
izin industri IUI adalah waktu pengerjaan yang lama dan mahal, padahal saat ini
waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat karena sudah on line dan sudah
disediakan fasilitas tracking sehingga pelaku usaha dapat mengawasi sendiri jika
ada pengerjaan dokumen yang terhambat. Sosialisasi Ul dan IUMK sangat
dibutuhkan untuk menjawab persepsi pelaku usaha dan masyarakat pada
umumnya mengenai pengurusan Ul dan IUMK yang lama dan mahal ini.

Pada Gambar 9, diketahui bahwa kendala pelaku UMKM makanan beku
mengurus MD adalah birokrasi pengurusan izin edar MD yang rumit (43.3%).
Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2012, produk makanan beku harus
berizin edar MD, karena termasuk kedalam kelompok produk beresiko tinggi.

Kategori produk yang terbuat dari bahan dasar hewani merupakan salah satu
produk yang beresiko tinggi. Sehubungan dengan fakor beresiko tinggi itulah,
diperlukan fasilitas produksi dan sanitasi yang baik, sumber daya yang kompeten
serta bahan baku yang mudah penelusurannya.



22

50,00% -
3 T
X 40,00% -
E ;1;1;"3*
< 30,00% -
’ ° [
£ i
0,
£ 20,00% - 16,70% e
T s e
0, e ch
S 10,00% - Eisy i
— et bty
i
0 , 00 % T T BRI T 1
1UI M R
Faktor kendala
Keterangan:

UL= Uji lab; MU=Modal usaha; IUl=Izin usaha industri; M=Mahal; R=Rumit.
Gambar 9 Faktor kendala UMKM makanan beku mengurus izin edar MD

Bahan baku daging yang digunakan harus diperoleh dari toko atau rumah
potong hewan yang sudah bersertifikat halal seperti dijelaskan dalam pedoman
pemenuhan Kriteria sistem jaminan halal di rumah potong hewan (HAS 20103
LPPOM MUI 2012). Selain beresiko tinggi terhadap kontaminasi bakteri, produk
berbahan dasar daging juga memiliki karakeristik lain seperti kelarutan protein
yang berbeda dari setiap bagian, karena itu prosedur operasional standar harus
dimiliki dan diikuti (Nahar et al. 2014).

Daging yang berasal dari hewan mati sebelum disembelih, pemingsanan
yang menyebabkan cedera pada batang otak, penyembelihan yang menyebabkan
leher/kepala/badan terpotong, penyembelihan dari arah belakang leher, dan
penyembelihan yang tidak memutus tiga saluran merupakan bahan baku yang
gagal halal/non halal, hal ini juga merupakan informasi penting yang harus
diketahui oleh para pelaku usaha yang menggunakan bahan baku produksinya dari
daging. Sulitnya pengawasan dalam penggunaan bahan baku khususnya daging
yang gagal halal dalam penyembelihannya membutuhkan suatu keahlian tersendiri
dalam mengidentifikasi daging dari hewan yang penyembelihannya tidak sesuai
syariat Islam atau istilahnya gagal halal tersebut.

Standar kehalalan suatu produk harus jelas dan seragam serta diikuti semua
pihak untuk menghindari perbedaan persepsi tentang halal. Untuk itulah
pentingnya memiliki SNI (Standard Nasional Indonesia) tentang produk halal dan
SNI sistem manajemen halal. Hal ini bukan saja menjadi perhatian bangsa
Indonesia tapi standard harus menjadi perhatian bagi negara-negara Islam di dunia
seperti dikemukakan oleh Halim dan Salleh (2012), kemungkinan keseragaman
standard halal di negara-negara Islam.

Sehubungan dengan izin edar MD yang wajib dimiliki UMKM makanan
beku sesuai Tabel 4 ternyata sebanyak 76.7% yang mengetahui izin edar MD
(Merk Dalam negri), namun sebanyak 96.7% tidak memiliki MD. Dengan
demikian perlu dilakukan penelitian mengapa 96.7% pelaku usaha mikro dan kecil
makanan beku tidak memiliki izin edar MD padahal mereka wajib memiliki izin
edar MD sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Sebanyak
73.3% yang mengetahui bahwa izin edar MD adalah wajib bagi pelaku usaha
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makanan beku, dan sebanyak 76.7% mengakui mengetahui informasi ini dari
pihak selain pemerintah. Informasi ini pada umumnya diperoleh dari teman yang
tergabung dalam suatu komunitas UMKM.

Dengan memperbanyak sosialisasi diharapkan dapat mengubah persepsi
tentang rumit dan mahalnya pengurusan izin edar MD sehingga manfaat dari
memiliki izin edar MD dapat diketahui dengan jelas, dipahami dan
diimplementasikan oleh UMKM. Untuk itu sosialisasi khususnya sosialisasi
manfaat memiliki izin edar MD memiliki peran yang sangat penting karena dapat
meningkatkan penjualan. Organisasi yang berhasil meningkatkan kualitas
produknya dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam penetrasi pasar, untuk
mencapai profitabilitas yang lebih tinggi (Husain et al. 2012).

Tabel 4 1zin edar MD

Pelaku UMKM Jumlah
(%)

Yang mengetahui izin edar MD 76.7

Yang tidak memiliki MD 96.7

Yang mengetahui bahwa makanan 73.3

beku harus berizin edar MD

Yang mendapat informasi ini dari 76.7

pihak selain pemerintah

Pemeriksaaan atau audit yang dilakukan oleh BPOM terhadap pelaku
usaha yang mengajukan izin edar MD adalah pelaksanaan cara produksi pangan
yang baik industri rumah tangga atau CPPB-IRT melalui penanganan pangan di
seluruh mata rantai produksi mulai dari bahan baku sampai produk akhir yang
mencakup: lokasi dan lingkungan produksi; bangunan dan fasilitas; peralatan
produksi; suplai air atau sarana penyediaan air; fasilitas dan kegiatan higiene dan
sanitasi; kesehatan dan higiene karyawan; pemeliharaan dan program hygiene;
sanitasi karyawan; penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan,
pengawasan oleh penanggungjawab; penarikan produk; pencatatan dan
dokumentasi serta pelatihan karyawan.

Pelaku usaha makanan beku responden penelitian ini seperti tampak pada
Gambar 10 sebesar 80% masih berproduksi di rumah sendiri, berada dalam satu
bangunan dan pada umumnya menggunakan dapur yang sama untuk produksi
maupun untuk memasak makanan untuk dikonsumsi sendiri. Tentu saja hal ini
sangat beresiko jika pelaku usahanya non Muslim dan terlibat langsung dalam
produksi. Pentingnya untuk melihat realitas yang ada pada organisasi di sektor
industri halal mengingat bahwa tubuh otoritas akan memengaruhi perilaku pemain
(Muhamed et al. 2014). Keterampilan manajemen yang sangat baik diperlukan
untuk meningkatkan usaha untuk memantau dan mengendalikan kegiatan mereka
dan membuatnya sesuai keinginan pelanggan, pemasok dan persyaratan
pemangku kepentingan lainnya (Bohari et al. 2013). Namun demikian
kenyataannya masih terdapat perbedaaan harapan antara konsumen Muslim dan
non Muslim terhadap atribut seperti keamanan pangan, kebersihan, kualitas
makanan, aspek pemasaran dan masalah sertifikasi (Marzuki 2012).



24

Pelaku usaha seperti UMKM pada umumnya merupakan kelompok rentan
karena kurangnya sumber daya untuk membangun pasokan halal berdedikasi
rantai (supply chain). Pelaku UMKM seyogyanya memiliki komitmen yang tinggi
dalam menjalankan kegiatannya karena jika tidak dapat membuat mereka lebih
beresiko. Tarmizi et al. (2014) mengemukakan Perusahaan logistik harus
mempertimbangkan kehadiran pekerja Muslim untuk memudahkan penanganan
logistik halal karena pengetahuan dan niat pada logistik halal akan menjadi
katalisator terhadap pelaksanaan kesiapan logistik halal. Bruil (2010) mengatakan
bahwa logistik halal pada dasarnya memiliki 3 hal yang prinsip: (1) menghindari
lintas kontaminasi; (2) menghindari kesalahan dan (3) memastikan jaminan
keamanan yang konsisten. Titik pengawasan harus dilaksanakan disepanjang
rantai suplai karena resiko lintas kontaminasi ada disana. Contohnya daging halal
menjadi haram ketika terkontaminasi daging haram, karena masih banyak yang
mengangkut daging halal dalam satu truk dengan daging haram.

Sebanyak 13.3% pelaku usaha masih memakai bahan baku import dan
dipastikan tidak melakukan import sendiri. Kewaspadaan yang tinggi dibutuhkan
jika pelaku usaha mikro khususnya membeli bahan baku curah yang import dan
importirnya tidak melengkapi dokumen seperti sertifikat halal. Teknologi
merupakan fasilitator yang paling luar biasa dalam era perdagangan saat ini.
Perusahaan menggunakan teknologi untuk memperoleh bahan/produk dari negara-
negara luar yang jauh, peran perusahaan yang bergerak dibidang media pun turut
mendukung dalam kompetisi perdagangan global ini.

Pekerja yang menangani produk makanan beku halal perlu mendapatkan
pelatinan khusus tentang keamanan pangan sehubungan dengan produk yang
ditanganinya beresiko tinggi terhadap kontaminasi. Pelatihan yang dimaksud
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja tentang keamanan pangan dan
memperbaiki perilaku pekerja dalam upaya menjaga keamanan pangan. Pekerja
yang tidak mendapat pelatihan akan berbeda dengan pekerja yang mendapat
pelatihan. Namun demikian tidak lah serta merta hanya dengan memberikan
pelatinan sekali langsung diperoleh pekerja yang handal dan paham keamanan
pangan, karena hal ini erat hubungannya dengan perilaku pribadi sehingga perlu
dilakukan secara berkesinambungan (Adesokan et al. 2015)

Dengan keterbatasan laboratorium pengujian yang ada di Indonesia dalam
melakukan uji kehalalan produk dan keterbatasan modal membuat UMKM sulit
untuk melakukan pengujian produk di laboratorium. Sebanyak 16.7% pelaku
usaha berproduksi di rumah sendiri tapi diruangan yang terpisah, namun demikian
tetap tidak menjamin keamanannya terutama jika pelaku usahanya non-Muslim.
Dan dengan jelas dari penelitian ini diketahui 100% UMKM tidak memiliki
pabrik (tempat produksi) khusus.

Pada Tabel 5 tampak pelaku usaha makanan beku pada penelitian ini 40%
memiliki mesin produksi dan sebanyak 56.7% harga mesinnya kurang dari 50
juta, sisanya sebanyak 30% harga mesin produksinya bernilai lebih dari 50 juta.
Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang yang memiliki aset kurang dari 50
juta termasuk kelompok usaha mikro, dan kelompok inilah yang membuat produk
yang dihasilkan belum stabil dalam beberapa hal seperti mutu dan ukuran, karena
mesin yang digunakan masih sederhana meskipun sudah berbasis teknologi. Taher
(2014) mengemukakan bahwa orientasi pasar, orientasi pengusaha dan budaya
organisasi berperan besar dalam meningkatkan kinerja bisnis UMKM.
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Gambar 10 Tempat produksi UMKM makanan beku di Jabodetabek

Tabel 5 Mesin produksi UMKM makanan beku di Jabodetabek

Mesin produksi UMKM Jumlah
(%)

Yang  memiliki  mesin 40
produksi
Yang harga mesinnya <50 56,7
juta
Yang harga mesinnya >50 30
juta

Strategi untuk Mengatasi Permasalahan UMKM Makanan Beku

Analisis Tujuan

Tujuan UMKM mengajukan sertifikat halal adalah untuk peningkatan
daya saing produk (0.575) sebagai prioritas pertama karena memiliki bobot yang
paling tinggi yang diikuti dengan peningkatan perekonomian (0.203), dengan
Consistency Ratio (CR) = 0.05 (konsisten), seperti tampak pada Tabel 6.
Peningkatan daya saing sangat dibutuhkan terutama menghadapi serangan
produk-produk asing di era perdagangan bebas ini.
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Tabel 6 Bobot tujuan terhadap fokus

Tujuan Fokus

Bobot Prioritas
Peningkatan daya saing (PDS) 0,575 1
Perekonomian meningkat (PM) 0,203 2
Kesejahteraan  masyarakat ~ meningkat 0,083 4
(KMM)
Pembangunan disegala sector meningkat 0.139 3
(PSM)

Consistency Ratio (CR) 0,05

Data konsisten jika CR < 0.1.

Analisis Aspek terhadap Peningkatan Daya Saing

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa aspek yang menjadi prioritas pertama
pada peningkatan daya saing adalah proses pendampingan (0.461) yang sangat
dibutuhkan oleh UMKM bagaimana cara berproduksi yang baik dalam
menciptakan keamanan pangan. Cara pandang UMKM yang mengira bahwa cara
mereka berproduksi sudah benar belum tentu selaras dengan aturan yang berlaku.
Sebagai contoh banyak pelaku UMKM belum memahami sanitasi yang baik,
produk yang membutuhkan pengujian laboratorium untuk mengetahui kestabilan
produk dan lainnya. Kurangnya pengetahuan dan keterbatasannya sarana dan
prasarana serta pembiayaan seringkali membuat pelaku UMKM tidak
memperhatikan beberapa hal yang sebenarnya sangat penting, misalnya
penggunaan pewarna makanan, serta bahan tambahan pangan lainnya seperti
pemanis buatan dan pengawet makanan yang dilarang melebihi batas ambang
yang diizinkan. Para pelaku usaha membutuhkan tambahan wawasan dan
pengetahuan mengenai penggunaan bahan yang dilarang digunakan atau dilarang
melebihi batas ambang. UMKM perlu diingatkan bahwa mereka bukan saja
sebagai produsen tetapi juga konsumen yang sama-sama mendapatkan resiko yang
tidak sederhana akibat dari suatu kelalaian. BPOM sebagai lembaga Negara yang
diberi kewenangan sebagai badan pengawas keamanan pangan tentunya akan
sangat berhati-hati dalam menjalankan perannya. Peraturan BPOM menyangkut
keamanana pangan tidak bisa diturunkan standardnya Adanya sedikit
ketidakselaran antara regulator dan produsen adalah hal yang biasa namun kedua
belah pihak harus patuh pada keamana pangan. Consistency Ratio pada aspek ini
adalah 0.04.

Analisis Aspek terhadap Perekonomian Meningkat

Kemudahan akses pembiayaan dalam hal ini maksudnya adalah biaya
perizinan yang murah, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian (0.553).
Jika masalah pembiayaan pengurusan izin mahal dan sulit, masyarakat cenderung
berusaha tanpa mengurus legalitas. Itulah yang terjadi saat ini. Dengan banyak
kemudahaan yang diberikan pemerintah seperti biaya perizinan untuk pelaku
UMKM vyang digratiskan maka seharusnya masyarakat Indonesia khususnya tidak
memiliki kendala lagi untuk menjadi seorang pelaku usaha yang memiliki
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legalitas. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, pasar dalam negri saja
sudah merupakan pasar yang sangat potensial untuk memasarkan produk-
produknya. Data pada aspek ini seperti tampak pada Tabel 7 memiliki
Consistency Ratio 0.06.

Analisis Aspek terhadap Keamanan Pangan Meningkat.

Kemudahan akses pembiayaan (0.463) masih menjadi prioritas utama
terhadap keamanan pangan, dengan pembiayaan yang murah bahkan tidak
berbayar, biaya yang seharusnya untuk mengurus perizinan bisa digunakan oleh
UMKM untuk memperbaiki sarana dan prasana produksi atau lainnya. Iklim
perniagaan menjadi bergairah dan jumlah pelaku UMKM yang berhasil menjadi
pelaku usaha besarpun bisa meningkat. Consistency Ratio yang diperoleh pada
analisis ini seperti tampak pada Tabel 7 adalah 0.06.

Analisis Aspek terhadap Pembangunan di berbagai Sektor Meningkat

Aspek keamanan pangan (0.554) seperti tampak pada Tabel 7 merupakan
prioritas dalam pembangunan di berbagai sektor meningkat, dengan adanya
jaminan keamanan pangan, diharapkan tercipta generasi sehat dan tangguh yang
sangat menunjang perkembangan industri dan usaha lainnya di Indonesia dan
pembangunan diberbagai sektorpun akan meningkat. Nilai Consistency Ratio pada
analisis ini adalah 0.07.

Tabel 7 Bobot Aspek terhadap Tujuan

Aspek Tujuan

PDS PM KMM PSM
Keamanan/Kenyamanan 0.289 0.059 0.273 0.554
/Ketersediaan (KKK)
Legalitas Usaha (LU) 0.094 0.234 0.088 0.249
Proses Pendampingan 0.461 0.154 0.176 0.075
(PP)
Kemudahan
Akses/Pembiayaan 0.156 0.553 0.463 0.122
(KAP)
(CR) Consistency Ratio 0.04 0.06 0.06 0.07

Analisis Aktor terhadap Aspek Keamanan Pangan

Aktor yang paling berpengaruh pada aspek keamanan pangan sesuai Tabel
8 adalah UMKM (0,648) dengan nilai CR=0.07, akan dibuat produk apa saja
dengan cara bagaimana saja sepenuhnya berada ditangan pelaku UMKM. Untuk
itu dibutuhkan aturan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya. Adanya berita atau informasi yang sering terdengar
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berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap keamanan pangan bisa disebabkan
karena beberapa hal seperti pelaku UMKM yang tidak bertanggung jawab,
misalnya mengganti daging halal dan baik dengan daging haram dan yang tidak
boleh dipergunakan karena tidak layak, penggunaan pewarna tekstil untuk
makanan, dan lainnya. Pembinaan yang intens untuk para pelaku usaha ini harus
dilakukan secara baik dan berkesinambungan terlebih  menyangkut
kebiasan/perilaku manusia. Tidak mudah merubah kebiasaan khususnya kebiasaan
yang kurang baik menjadi baik, sehingga pelaku usaha selain perlu diingatkan
terus menerus juga harus dibekali pengetahuan yang luas terkait usahanya.

Analisis Aktor terhadap Aspek Legalitas Usaha

BPOM merupakan aktor yang paling berpengaruh terhadap legalitas usaha
(0.595) seperti tampak pada Tabel 8. Legalitas yang harus dimiliki pelaku UMKM
makanan beku untuk mendapat sertifikat halal adalah para UMKM harus memiliki
izin edar MD, dengan menjalankan cara produksi yang baik. Tanpa legalitas usaha
dan izin edar MD serta dokumen yang tidak mampu telusur, pelaku UMKM
makanan beku tidak akan mendapat sertifikat halal. Jika masih ditemui ada
produk makanan beku yang tidak memiliki izin edar MD namun memiliki
sertifikat halal sudah dipastikan ada kecurangan/pelanggaran. Dari data yang
disebutkan diatas bahwa pelaku UMKM makanan beku 96.7% tidak memiliki izin
edar MD maka BPOM harus terus berupaya membina dan mendorong para pelaku
UMKM makanan beku supaya memiliki MD, bukan dengan cara persyaratan yang
dilonggarkan tetapi dengan cara pemberian pengertian, pengetahun dan
pembinaan kepada para pelaku UMKM. Consisntency Ratio yang diperoleh dari
analisis data ini adalah 0.08, berarti data konsisten.

Tabel 8 Bobot aktor terhadap aspek

Aspek
Aktor KKK LU PP KAP
BPOM 0198 0595 0590 0.600

PEMDA/Kecamatan/Kelurahan 0.058 0.127 0.119 0.115

BPMP (Badan Penanaman Modal 0.096 0.233 0.241 0.234
dan Perizinan)
UMKM 0.648 0.045 0.050 0.050

Consistency Ratio (CR) 0.07 0.08 0.06 0.06

Analisis Aktor terhadap Aspek Proses Pendampingan

Aktor yang paling berpengaruh pada proses pendampingan adalah BPOM
(0.590) dengan CR=0.06 seperti tampak pada Tabel 8, karena sumber yang
kompeten memberikan pembinaan dan pelatihan cara produksi yang baik guna
menghasilkan pangan yang aman adalah BPOM. Jika ada kendala dalam
pelaksanaannya karena sumber daya dan waktu yang terbatas, BPOM dapat
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bekerjasama dengan berbagai pihak sebagai perpanjangan tangan BPOM. Pihak-
pihak yang dipilih sebagai perpanjangan tangan BPOM pun harus yang benar-
benar memiliki tanggung jawab dan edukasi yang memadai dalam menyampaikan
pembinaan, yang dapat diciptakan melalui pelatihan khusus terlebih dahulu bagi
para calon trainer ini sampai mendapat tanda kelulusan sebagai trainer misalnya
dengan memberikan sertifikat.

Analisis Aktor terhadap Kemudahan Akses Pembiayaan

Aktor yang paling berpengaruh (Tabel 8) pada aspek akses pembiayaan
adalah BPOM (0.600) dengan CR=0.06, hal ini karena aspek pembiayaan
perizinan seperti IUMK atau Ul sudah tidak berbayar, sehingga pembiayaan yang
ada hanya ketika mengurus izin edar MD dari BPOM. Pembiayaan yang ada pada
pengurusan izin edar biasanya karena ada sarana/prasana produksi yang harus
diperbaiki, HACCP, dan adanya biaya pengujian laboratorium, selain tentunya
biaya pendaftaran MD sendiri.

Analisis Faktor — Faktor yang Berpengaruh di BPOM

Pemilihan bahan baku merupakan faktor yang paling penting menurut
BPOM (0.233) seperti tampak pada Gambar 11 dengan Consistency Ratio hasil
pengolahan data ini 0.03 (konsisten) karena pelaku usaha mikro memperoleh
bahan baku secara curah yang pada umumnya sulit ditelusuri karena jarang yang
dilengkapi dengan dokumen seperti sertifikat halal dan COA (Certificate of
Analisys). UMKM yang memiliki modal terbatas tidak mampu untuk membeli
bahan baku dalam jumlah banyak atau partai besar, sehingga tidak punya pilihan
selain membeli dalam bentuk eceran dari kemasan Bulky. Oleh karena itu
penelusuran bahan baku nya menjadi relatif lebih sulit.. Selanjutnya adalah uji
laboratorium (0.207), pelaku UMKM khususnya yang mikro belum banyak yang
mengujikan produknya di laboratorium, hal ini jelas terlihat pada kemasan produk
UMKM yang tidak mencantumkan angka kecukupan gizi atau kandungan gizi
yang terkandung dalam produknya. Hal ini tampak masih belum diprioritaskan
sehubungan masyarakat sendiri sebagai konsumennya tidak mempersoalkan,
sehingga sepanjang masyarakat atau konsumennya tidak mempersoalkan, mereka
merasa belum perlu untuk mengujikan produk-produknya ke laboratoriium karena
akan menambah biaya saja, terlebih memang uji laboratorium itu pada umumnya
tidak murah. Di urutan ketiga adalah sanitasi (0.165). Para pelaku usaha
sebagaimana djelaskan sebelumnya memulai usaha nya di rumah sendiri dengan
memanfaatkan keahlian yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dimiliki
seadanya, sehingga sistem sanitasi sering kali luput dari perhitungan. Hal ini lah
yang juga sering membuat para pelaku UMKM tidak lolos ketika diaudit oleh
BPOM, karena memang tidak memenuhi persyaratan fasilitas produksi dan cara
produksi pangan yang baik.

Analisis Faktor - Faktor yang Berpengaruh di BPPTPM
Faktor yang paling berpengaruh dalam perizinan seperti tampak pada
Gambar 12 adalah akte pendirian (0.432) dengan Consistency Ratio hasil
pengolahan data ini 0.08 (konsisten).
Akte pendirian sebagai legalitas pertama yang harus dimiliki sebelum
mengurus legalitas atau perizinan yang lainnya. Sesuai urutan setelah memiliki
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akte pendirian maka selanjutnya harus disyahkan oleh kementrian kehakiman.
Untuk mengetahui jumlah investasi yang ada di suatu daerah maka pemerintah
juga memberlakukan keharusan mengisi formulir Laporan Kegiatan Penambahan
Modal (LKPM), untuk mengetahui jumlah investasi yang ada juga untuk
merancang pembinaan atau bantuan jika diperlukan seperti dalam hal pendanaan
melalui bank atau dana-dana bantuan lain dari pemerintah.

0,250 - 0,233

o
N
o
~N

0,200 -

o

AN &

w

.

o
=
(O]
[e)]

£ 0,150 -

@ 0,100 - 0,080

0,061
| 0,047 =

0,050 ﬁ % ﬁ
LOP DAP SOP

o
o
[
N

W

b
A
R
=
NN

0,000 -

©
—
w
>
=2
C
—
S

Faktor-Faktor

Keterangan:
LOP: Lay Out Perusahaan; DAP: Diagram Alir Proses; SOP: Standard Operating Procedure; PL.:
Peta Lokasi; BB: Bahan Baku; SAN: Sanitasi; UL: Uji Lab; IUI: 1zin Usaha Industri.

Gambar 11 Analisis Faktor —Faktor yang Berpengaruh di BPOM
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Keterangan:
AP: Akte Pendirian; PSKK: Pengesahan SK Kehakiman; KSBPJS: Keikutsertaan BPJS; DU:
Domisili Usaha; LKPM: Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Gambar 12 Analisis faktor-faktor yang berpengaruh di BPPTPM
Analisis Faktor —Faktor yang Berpengaruh di Pemda/Kecamatan

Faktor yang paling berpengaruh di aktor Kecamatan adalah sikap para
pelaku UMKM (0.838). Banyak pelaku UMKM khususnya yang mikro tidak
memiliki badan usaha bahkan produk yang dibuatpun belum stabil, masih
berubah-rubah tergantung ketersediaan modal, ketersedian bahan baku, regulasi,
dan lain nya. Sehubungan dengan sejarah para UMKM berwirausaha, setelah
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berhasil membuat suatu produk mereka langsung menjualnya tanpa mengurus
legalitas yang salah satunya adalah izin domisili (0.162). Legalitas badan usaha
sangat penting selain untuk meningkatkan daya saing juga untuk mengetahui
berapa pertumbuhan masyarakat Indonesia yang menjadi pelaku usaha, kebutuhan
terhadap bantuan yang diharapkan pelaku UMKM makanan dari pemerintah,
seperti pelatihan, pembinaan, dana usaha dan pemasaran

Analisis Faktor — Faktor yang Berpengaruh di UMKM

Perbaikan sarana dan prasarana (0.572) merupakan faktor yang paling
berpengaruh dengan CR=0.07 (konsisten) seperti tampak pada Gambar 13, hal ini
terbukti dengan meskipun sudah mendapat fasilitas pembinaan dari BPOM untuk
mendapat MD yang jika diuangkan nilainya sekitar setara dengan puluhan juta,
namun UMKM makanan beku akan mundur jika harus memperbaiki
sarana/prasarana produksinya. Pelayanan yang dirasa kurang dari BPOM terhadap
para pelaku UMKM relatif tidak bisa diterjemahkan secara khusus, namun
komunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami bisa memperbaiki kendala ini.
Faktor rumit dapat dipahami mengingat pelaku UMKM diminta untuk merubah
salah satu atau beberapa bagian rumahnya yang dipergunakan sebagai tempat
produksi untuk memenuhi standar yang layak dipakai sebagai fasilitas produksi,
faktor yang berpengaruh selanjutnya adalah sikap UMKM yang masih berfikir
sederhana dan belum memahami serta menyadari bahwa bisnis mereka suatu hari
nanti harus berkembang.
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Keterangan:
PSP: Perbaikan Sarana Prasarana; DR: Dianggap rumit; STP: Sikap tidak peduli

Gambar 13 Analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada UMKM
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Analisis gabungan Aspek terhadap Tujuan
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KKK: Keamananan Pangan; LU: Legalitas Usaha; PP: Proses Pendampingan; KAP: Kemudahan
Akses Pembiayaan.

Gambar 14 Analisis gabungan aspek terhadap tujuan

Hasil dari analisis gabungan aspek terhadap tujuan, yang merupakan
prioritas utamanya adalah Proses Pendampingan (PP) (0.321) seperti tampak pada
Gambar 14.

Aspek pendampingan memang sangat penting dalam menciptakan produk
yang berdaya saing tinggi. Standar berproduksi yang benar dengan mengacu
kepada uji baku mutu produk harus diterapkan. Proses pendampingan harus
dilakukan secara berkesinambungan dan merata kepada semua UMKM makanan
beku. Proses pendampingan sangat dibutuhkan oleh UMKM bagaimana
berproduksi yang baik dalam upaya menjaga keamanan pangan. Pembinaan yang
intens untuk para pelaku usaha ini perlu dilakukan secara lebih baik lagi dan
berkesinambungan terlebih menyangkut kebiasan/perilaku manusia khususnya
dalam berproduksi pangan halal untuk menjaga keamanan pangan. Proses
pendampingan yang diberikan bisa dalam berbagai hal, baik itu pendampingan
berupa pembinaan dalam berproduksi, pemilihan kemasan yang baik,
pendampingan berupa pendaftaran merk dan paten, pendampingan pendaftaran
sertifikat halal, pendampingan pengelolaan administrasi berupa keuangan dan
pajak, pendampingan pengelolaan sumber daya usaha, bahkan pendampingan dan
pembinaan bagaimana memasarkan produk yang memiliki daya saing baik di
dalam maupun di luar negri.

Analisis Gabungan Aktor terhadap Aspek

Aktor yang paling berpengaruh seperti tampak pada Gambar 15 adalah
BPOM (0.484). Dari hasil pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 9 April
2016 dalam rangka bulan keamanan pangan di BPOM diperoleh informasi bahwa
saat ini BPOM memiliki banyak sekali fasilitator, yaitu orang-orang yang
membantu BPOM dalam program pembinaan terhadap pelaku usaha, bagaimana
memperoleh dan menjaga keamanan pangan yang kita konsumsi. Program ini
sangat baik mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di BPOM, namun
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demikian perlu di tetapkan skala pengukuran dari keberhasilan program ini,
supaya program ini tidak sia-sia dijalankan.
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Gambar 15 Analisis gabungan aktor terhadap aspek

BPOM dianggap paling berpengaruh karena BPOM merupakan sumber
yang kompeten memberikan pembinaan dan pelatihan berproduksi yang baik guna
menghasilkan pangan yang aman. Jika ada kendala dalam pelaksanaannya karena
sumber daya dan waktu yang terbatas, sementara pembinaan harus tersebar merata
di seluruh wilayah, BPOM dapat terus bekerjasama dengan berbagai pihak
sebagai perpanjangan tangan BPOM.

Analisis Alternatif Strategi

Alternatif strategi yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini
seperti tampak pada Tabel 9 adalah pembinaan cara produksi pangan yang baik
(0.343), proses birokrasi mengurus izin edar MD dipermudah dan dipercepat
(0.169) serta birokrasi IUI disederhanakan (0.153).

Tabel 9 Alternatif Strategi

Alternatif Strategi Bobot Prioritas
Pembinaan UMKM secara Intens 0,147 4
Sentralisasi Tempat Industri 0,057 6
Pembinaan Cara Produksi Pangan yang Benar 0,343 1
Penyediaan Laboratorium Uji 0,036 7
Birokrasi IUI mudah 0,153 3
Biaya Mengurus Izin Edar MD di permurah 0,094 5
Proses Birokrasi MD Dipermudah dan Dipercepat 0,169 2
Consistency Ratio (CR) 0,06

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, semakin jelas bahwa pembinaan
cara produksi yang baik kepada para pelaku UMKM memang sangat penting
dalam mendukung usaha peningkatan daya saing produk-produk UMKM
makanan beku. BPOM yang berperan sebagai pengawas dalam hal ini tidak bisa
menurunkan standardnya karena ada aturan-aturan yang harus dipatuhi secara
Internasional. Selain aturan-aturan tersebut tujuan memberikan jaminan keamanan
pangan bagi konsumen tidak kalah pentingnya. Jika ketentuan ini dilanggar baik
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oleh UMKM makanan beku maupun oleh pengawas maupun pemberi izin dan
terjadi sesuatu akibat mengonsumsi produk yang tidak terjamin keamanannya
misalnya ada yang keracunan, maka tidak mustahil produk Indonesia akan
kehilangan kepercayaan dari konsumennya sekaligus kehilangan kepercayaan dari
pasar secara keseluruhan.

Hasil proses hirarki analisis (AHP) menunjukan penilaian gabungan
kriteria alternatif memiliki nilai konsisten dengan rasio konsistensi 0.06 (CR <
0.1).

Beberapa hal lain yang juga sangat penting, seperti ketersediaan bahan
baku, pengontrolan terhadap mutu dan ketahanan produk, sistem dalam
perusahaan dan lain-lain. Semua itu membutuhkan proses atau waktu, perlu
tumbuh agar segala permasalahan yang ada dalam berniaga dijumpai secara
bertahap dan bisa diselesaikan juga dengan bertahap. Waktu dibutuhkan dalam
berproses karena akan turut mempengaruhi ketangguhan mental seorang pelaku
usaha. Pendampingan sangat dibutuhkan untuk merubah atau memperbaiki sikap
para pelaku usaha yang tadinya bukan sebagai pelaku usaha kemudian menjadi
seorang pelaku usaha. Usaha atau produk yang tidak mendapatkan perhatian yang
seksama maka cepat atau lambat akan tergilas dengan kehadiran para produk
asing yang jauh lebih baik. Hanya persoalan waktu saja. Hal yang tidak
dikehendaki ini tentunya tidak diinginkan oleh siapapun, dan yang sangat
berkepentingan adalah pelaku usaha sendiri khususnya, pemerintah atau pihak lain
manapun hanya bisa membantu dengan memberi kemudahan dalam berbagai
aspek yang menunjang kegiatan para pelaku usaha. Seorang pelaku usaha
sepatutnya terus memikirkan bagaimana caranya agar bisnis nya menjadi sukses
dan terus sukses, dengan mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa berdiam diri
dan bermain aman dengan mengikuti cara-cara tradisional dalam menjalankan
bisnisnya, pelaku usaha belajar berani mengambil resiko dengan menciptakan
berbagai strategi untuk meningkakan keberhasilan bisnisnya dan menjaga tetap
berhasil (Wheelen dan Hunger 2012).

Berdasarkan preferensi pakar tersebut, faktor terpenting untuk mengatasi
permasalahan UMKM makanan beku dalam pengajuan sertifikat halal, adalah
untuk tujuan peningkatan daya saing (dengan cara Pembinaan Cara Produksi
Pangan yang Benar (0.343) oleh BPOM (dengan pembinaan cara produksi yang
baik terhadap pelaku UMKM makanan beku), kemudahan dan kecepatan birokrasi
pengurusan izin edar (0.169) dan kemudahan birokrasi Izin Usaha Industri (0.153).

Implikasi Manajerial

Analisis faktor kendala UMKM dalam pengajuan sertifikat halal UMKM
makanan beku di Jabodetabek diharapkan bisa menjawab kesulitan yang sedang
dihadapi para UMKM makanan beku saat ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa
MD merupakan faktor kendala UMKM makanan beku mendapat sertifikat halal,
karena tanpa izin edar MD pelaku UMKM makanan beku tidak bisa mengajukan
permohonan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Beberapa implikasi manajerial yang bisa disampaikan dari hasil penelitian
ini sebagai berikut :
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1. Pembinaan para UMKM, dengan latar belakang pendidikan pelaku UMKM
makanan beku yang mayoritas Strata S-1 diharapkan dapat menerima
pelatinan/pembinaan menjadi lebih mudah. Latar belakang pendidikan pelaku
UMKM makanan beku mempengaruhi keberlangsungan usaha dibidang
makanan beku.

Pembinaan bagaimana berproduksi pangan yang baik dan benar secara intens
sangat dibutuhkan untuk membuat produk-produk UMKM makanan beku bisa
memiliki daya saing yang tinggi. Pengertian daya saing tinggi disini adalah
produk-produk yang mutunya terjaga, stabil, memiliki kandungan gizi yang
baik, higiene, diolah dari bahan baku yang mutunya tertelusur, memiliki label
yang informatif sesuai ketentuan yang telah diatur oleh BPOM sebagai badan
pengawasnya. Para UMKM  makanan beku seyogyanya mendapatkan
pemahaman tentang pentingnya menghasilkan produk yang keamanannya
terjamin, pentingnya pengujian produk di laboratorium, pembinaan sistem
menajemen mutu seperti HACCP dan lain-lain.

Ada beberapa persyaratan atau standar yang harus dikuti UMKM untuk
membuat dan menjaga mutu produk mereka. BPOM sebagai badan
pengawaspun tidak bisa menurunkan standar ini karena ada regulator lagi di
atasnya yang mengatur standar mutu pangan dunia.

Keterbatasan SDM di pemerintahan bukanlah kendala, BPOM bisa
bekerjasama dengan perkumpulan UMKM Indonesia sebagai perpanjangan
tangan BPOM dalam sosialisasinya.

2. Bantuan mesin berteknologi lebih modern sangat dibutuhkan untuk
mendapatkan produk dengan mutu yang lebih baik, ukuran yang lebih seragam
dan kapasitas produksi yang lebih tinggi..

3. Pembuatan sentralisasi usaha perlu dilakukan sehubungan dengan mayoritas
UMKM makanan beku yang tidak memiliki fasilitas produksi yang memadai.

4. Pengadaaan distributor bahan baku import bagi UMKM makanan beku yang
bahan bakunya masih menggunakan bahan baku import sehingga
memudahkan dalam penelusurannya.

5. Kemudahan dan kecepatan birokrasi pengurusan izin edar MD merupakan
sesuatu yang perlu dipertimbangkan mengingat keberagaman dalam beberapa
hal dari pelaku UMKM makanan beku. Kemudahan pendaftaran dengan cara
on line bagi beberapa pihak mungkin mudah, namun UMKM di Indonesia
memiliki latar belakang yang sangat beragam. Kemajemukan ini perlu disikapi
secara bijaksana, dengan menyiapkan fasilitas lain yaitu mendaftar langsung
secara manual. Jika memang dibutuhkan tentunya bisa secara on line karena
harus mengikuti dan memakai failitas teknologi mutakhir untuk mendapatkan
kecepatan dan keakuratan data. Fasilitas help desk memang sudah ada di
BPOM sekarang ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, penggunaan istilah asing
ini pun sebaiknya disesuaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja
atau dengan dua bahasa.

6. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang mengacu kepada Peraturan Presiden No
98 tahun 2014 sebaiknya segera diimplementasikan di semua daerah, jika ada
hal lain yang belum bisa disinergikan maka kantor pelayanan perizinan dan
beberapa lembaga terkait lainnya untuk segera mencari jalan keluarnya.

7. 1Ul yang harus dimiliki UMKM makanan beku sebaiknya lebih
disosialisaskan dan program sosialisasi bisa dikerjasamakan dengan
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perkumpulan UMKM agar lebih cepat dan lebih mudah. Perlu lebih
disosialisasikan tentang kemudahan mengurus perizinan usaha (IUl), seperti
pendaftaran yang on line dan fasilitas tracking.

8. Lembaga pemerintah lainnya dapat memfasilitasi UMKM mendapat MD.

5 SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

UMKM makanan beku di Jabodetabek adalah pelaku usaha mikro, tidak
memiliki fasilitas produksi yang layak dan berproduksi menggunakan mesin
berteknologi sederhana. 1zin edar MD merupakan faktor kendala bagi para
UMKM makanan beku mengajukan sertifikat halal.

Hasil analisis dengan AHP, tujuan UMKM mengajukan sertifikat halal
adalah untuk peningkatan daya saing produk melalui program pendampingan.
Aktor yang paling berperan untuk meningkatkan daya saing melalui program
pendampingan adalah BPOM. Sarana dan prasarana produksi, penggunaan bahan
baku yang sulit ditelusuri, sikap UMKM dan legalitas usaha merupakan faktor-
faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam menghasilkan suatu produk
yang terjamin keamanannya dan memiliki nilai jual tinggi.

Strategi yang dapat direkomendasikan adalah pembinaan UMKM
berproduksi yang baik secara intens, birokrasi pengurusan MD dipermudah dan
dipercepat serta birokrasi izin usaha yang disederhanakan.

Saran
UMKM harus meningkatkan kemampuannya sehingga tidak mengalami

kesulitan ketika mengajukan sertifikat halal, memberikan jaminan keamanan
produk, penggunaan bahan baku yang tertelusur dan dokumentasi yang baik.
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Lampiran 1. Daftar pelaku UMKM makanan beku Jabodetabek yang menjadi
responden penelitian.

No  Nama Jenis Produk Izin Alamat lengkap
Pelaku edar
Usaha yang
dimiliki
1  Selvia Ayam kremes siap PIRT  Rumah CObek
Lirita goreng, ayam Alamat kantor: Puri Bintaro
bakar siap saji, PB4 no 9 Bintaro Sektor 9
bebek kremes siap Email:
goreng, beek bakar selvia.lirita@gmail.com
siap saji, pepes
bandeng, rolade,
bandeng.Frozen
2  Herlenny Khas Cucun Tidak  Perumahan Qarriyah
Rachman Produk: olahan ada  Thayibbah, jalan Marwah blok
daging dan ayam C.54. Srengseng, Kebun
Jeruk.
Email:
lennyrachman0760@gmail.co
m
3  Hendra Rumah Nugget Tidak JI. Parpostel gang haji Abih
Andiarto  Frozen Food ada No.131 Rt 03/07, pedurenan,
Produk:  Nugget Ikan Jati Asih, Bekasi
Email
-hendraxsap@gmail.com
Iza Takoyaki Tidak  Jakarta
4  Gunawan Frozen food ada Email:
iza.gunawan@gmail.com
Vissia SunvioRy Tidak JI. Mesjid Al Makmur, RT
5 Indwiarti Sate lilit, ayam ada 016 / 007, No.2, Pejaten
L.R pelalah, sosis, Timur, Pasar Minggu, Jakarta
cilok,cireng,Baso Selatan 12510
Email: visviory94@gmail.com
Ade Dapurnya Oldy PIRT  JLSD Inpres No.11B RT9/4
6 Indriyani Karipap Pastel ulir Kel.Kebon Pala Kec.Makasar
Nasution Frozen Food Jakarta Timur

Email:
indee_yanie@yahoo.com
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Lampiran 1 (Lanjutan).

No Nama Jenis Produk Izin edar Alamat Lengkap
Pelaku yang
Usaha dimiliki
Sri Astuti Happy Klappie PIRT  Villa Pertiwi G2 No. 17
7 Klappertaart Sukamaju Cilodong Depok
Frozen Food Email:
astutihappyklappie@yahoo.co
id
8 Endang RisolwWOWwW Tidak  JI. Mesjid 2 No. 50B, RT
Triananing  (American ada 003/02, Jaticempaka,
sih Risoles), Kaki Pondokgede, BEKASI 17411
Naga dan Email:
Nugget Ending.trianingsih@gmail.co
m
9 Errydnia GEWINN Tidak  Komp. Hankam Cibubur RT
Tri Pastry ada 005/ 03 JI. Kecapi C:27,
Haryanti Aneka Snack Ciracas, Jakarta Timur
dan Nasi Box ,
Frozen : Aneka
Risoles
10 Rita Dapur bu Mien Tidak jl. Pancoran timur I1A no.2,
marlina Aneka pepes ada Jakarta 12780
Frozen Food Email
ritamarlina229 @gmail.com
11 Diah Hanami PIRT  perum pekayon 2 JI. Kemang
kartikasari  Ditterbarren 3 Blok B no.54pekayon jaya
Produk olahan Bekasi Selatan
daging,susu, Email
keju :diahkartikasaridasuki@gmail.
Cake, Cookies com
dan Dessert
12. Tasrudin CV. Kedai Tidak  Vila Mutiara JI. Mutiara I11
Muzakir Pempek Alfa ada Blok JJ No 3 Ciputat Tangsel
Pempek frozen
13 Irapoespita Siomay Tidak  Alamat kantor: JI. Mandor
Dimsum ada basyir 1 no. 14B beji,
Puspita kukusan, depok
Siomay dan Email:
Dimsum puspitaira90@gmail.com

Nuget,
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Lampiran 1 (Lanjutan)

No. Nama Jenis Produk Izin edar Alamat Lengkap
Pelaku yang
Usaha dimiliki
14 Dwi Sari Produk: olahan ~ Tidak ~ Tambun Selatan, bekasi
ikan ada timur
Email:
dwiarjatech@gmail.com
15 Sinta Hoiriyah  Qorie Food Tidak  Jl sairin permhn griya
Katsu,ebi ada sakinah tanah baru beji
furay,chicken Depok
cheese nugget
16 Tri Asih Produk: Tidak  Jl.Papanggo IV RT/RW:
Nuraini Frozen ada 011/05 No.35, Tg.Priok,
Food/Aneka Jakarta Utara
Jajanan Email:
triasihnuraini@yahoo.co.id
17. Mega Sarfika  Miss Kebab Tidak  Alamat kantor: Pesona
Daging, ada Laguna Blok D5 No 6, Rt
Kebab 04/20, Cilangkap, Tapos,
Frozen Food Depok
Email:
sarfikamega@gmail.com
18 Budimulyono  Kertosari PIRT  Alamat kantor: JI.
wW Gemilang Melawai 1X/48, Kebayoran
Mie frozen Baru, Jakarta 12160
Email : kgjkt@cbn.net.id
dan
twidyatmadja@yahoo.co.id
19 Hj. Leni Bakso Tidak  JI. Asyafiiyah, No. 9 RT

Hertiyanti, ada 006/03, Cilangkap —

S.So0s Cipayung — Jakarta Timur
Email:hertiyantileni@gmail.
com

20 Rinda Kusuma AISHA FOOD PIRT  Pondok Kirana asri blok 1
winti Siomay,bata no 5-6 jin.teluk bayur
gor,otak-otak Depok
/bandeng/

Cuanki,Frozen
food
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Lampiran 1 (Lanjutan).

No. Nama Jenis Produk Izin Alamat Lengkap
Pelaku edar
Usaha yang
dimiliki
21 Linda Syahli CV CEMARA PIRT  Perum pondok cemara rt 004
BERKAT rw 010 Bekasi
1. Abonlkan Email:
Cakalang lemoh cemaraberkat@gmail.com
2. Sambal isi Ikan
Cakalang Lemoh
Frozen Food
22 Dwita JinggaQue Tidak  JI. Matraman Dalam 3
Miranti Snack (basah, ada  No0.23 RT.010/07
kering, manis,
asin/gurih), Pegangsaan-Menteng,
masakan (ayam, Jakarta Pusat (10320)
kodok, bento). Email:
Frozen Food dwitamiranti@gmail.com
23 Endang Tharra Catering Tidak  Bukit Nusa Indah — JI.
Rahayu Produk : Ayam ada  Pinang Kav. 1002 — Ciputat
Kimono — TangSel 15414
Frozen Food Email:
tharra.catering@gmail.com
Rien Untari  Frizia Tidak  Jl.Olahraga 7no23 rt 10/8
24 Cookies ada  kel.Kemanggisan Slipi
Frozen Food JakBar
Email
-friziacake@gmail.com
25 Marlian Produk: Tidak  Perumahan taman cipayung
Masri minuman ada  blok 15 no 112 depok
DIDIDY Email
Frozen Food :dylanmas@gmail.com
Perumahan taman cipayung
blok 15 no 112
26 Suryono Gunung Lio Tidak  Perum Medang Lestari Blok
Produk: Nugget ada DVD No. 16 Tangerang

Jamur Tiram dan
Ikan Tuna

Email:
medales16@gmail.com
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Lampiran 1 (Lanjutan)

No  Nama Pelaku Jenis Produk Izin Alamat Lengkap
Usaha edar
yang
dimiliki
27 Tuti Bakso Tidak  Pamulang Permai I blok
Liliatiningsih ada BX-11/5 Tangerang selatan

Respati-kinasih@yahoo.com
Lina Santika  Bebek ungkep Tidak JI Raya Serpong no 4 RT
28 Rahmania Frozen food ada  03/07 Tangerang
linasrahmania@gmail.com

29 Meta Destio  Yoghurt Tidak  Green Serua Residen Blok J
ada  Nol Ciputat-Tangerang
estiorenautami@yahoo.com

30 Nurul Hasana Baso PIRT  Jin Tanjung Raya No 5
Taman Cimangu
Nurul.hasana73@gmail.com

Catatan: 30 UMKM tersebut diatas adalah UMKM makanan beku, namun
produk-produk yang dihasilkan bervariasi, dan karena sulit mendapat izin edar
mereka mulai membuat produk lain ketika survey ini dilakukan.

Lampiran 2. Hasil Focus Group Discussion (FGD) penelitian “Analisis Faktor
Kendala Pengajuan Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Jabodetabek™.

Peneliti : Tati Maryati (P056134452.51E)

a. FGD dilaksakan pada tanggal 22 Maret 2016 di Kantor BPOM ( Badan
Pengawas Obat dan Makanan) di jalan Percetakan Negara no 23 Jakarta.
b. FGD dihadiri oleh 7 orang:
1. Bapak Rizani dari Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
2. lbu Siti Elyani ,dari direktorat Keamanan Pangan, bidang izin edar MD
BPOM pusat.
3. lbu Evi Citraprianti, dari Balai besar POM Jakarta.
4. lbu Utami Hudi Asuti, dari direktorat Standardisasi Produk Pangan
BPOM pusat.
5. lbu Anita Nur Anini , dari direktorat Surveilen Keamanan pangan
BPOM Pusat.
6. Bapak Irwan llyas, dari BPPTPM atau BPTSP Pusat.
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7. Peneliti, Tati Mayati
c. Yang dapat disimpulkan dari FGD adalah :

1. Pelaku usaha mikro dan kecil makanan beku saat ini tidak mengurus
sertifikat halal produknya karena harus memiliki izin edar MD
berdasarkan perka BPOM tahun 2012.

2. Salah satu persyaratan Izin edar MD itu sendiri, pelaku usaha harus
memilii Ul ( 1zin usaha Industri).

3. Sedangkan berdasarkan perpres terbaru no 98 tahun 2014, pelaku
usaha mikro dan kecil cukup memiliki IUMK yang diterbitkan dari
kecamatan.

4. Namun kenyataannya, perpres tersebut belum di implementasikan di
kecamatan-kecamatan yang berada di kota Jakarta, Bogor, Depok, dan
tangerang, sedangkan di Bekasi sudah namun IUMK hanya diberikan
kepada pelaku usaha mikro saja.

d. Dengan demikian, para pelaku usaha mikro dan kecil masih tetap harus
mengurus Ul di kantor BPPTPM sdaerahnya masing-masing.

Setelah dilakukan FGD, penulis menyebarkan kuesioner AHP dilanjutkan
dengan wawancara mendalam dengan para kepala perizinan dari kantor BPPTPM
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, untuk mengetahui lebih jelas mengapa
perpres nomor 98 tahun 2014 belum diimplementasikan. Khusus dari Jakarta tidak
dilakukan wawancara mendalam karena sudah hadir di FGD.

Lampiran 3. Hasil wawancara mendalam dengan kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Bogor yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2016 dan
30 Maret 2016

Penelitian
“Analisis Faktor Kendala Pengajuan Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Jabodetabek™.

Nara Sumber : Rudi Mashudi,ST,MP
Jabatan: Kepala bidang Perizinan Perekonomian
BPPTPM kota Bogor.

Pewawancara : Tati Maryati
IUl adalah izin Usaha Industri, yang bisa diperoleh dari BPPTPM (Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) sedangkan ITUMK (lzin
Usaha ikro Kecil) yang kewenangan pengurusannya diberikan kepada kantor
kecamatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun
2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil.
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Pada pasal 1 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 ,yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

3. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah
tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam
bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Pada Pasal 4:

(@) dijelaskan bahwa pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.

(b) Pelaksana ITUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan
kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008

tentang usaha mikro,kecil dan menengah pada pasal 6 :

(a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Menurut pak Rudi,
dengan kriteria usaha kecil seperti diatas, perizinannya belum memungkinkan
diberikan kepada kecamatan karena hal ini akan berkaitan dengan nilai
investasi permodalan,untuk itu saran pak Rudi agar perpres nomor 98 tahun
2014 perlu ditinjau ulang dan perpres ini belum bisa diimplementasikan di
kota Bogor.

Pendaftaran izin sampai mengetahui berapa lama waktunya bisa di lakukan secara
online dengan membuka website bpptm.kotabogor.go.id.

Untuk mengetahui jika izin tidak selesai sesuai waktu yang dijanjikan dapat
diperiksa dengan fasilitas tracking yang disedakan di website yang sama.

Persyaratan yang harus dibawa adalah :
1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP(pribadi,perusahaan,cabang)



Fotocopy Izin gangguan (HO)

Fotocopy Akte pendirian dan perubahan perusahaan

Fotocopy Pengesahan SH kehakiman/perubahan.

Pernyataan tidak keberaan tetangga yang diketahui RT,RW,Lurah,Camat(asli).

Fotocopy PBB tahun yang berjalan(lunas)

Fotocopy Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS kesehatan dan

ketenagakerjaan.

9. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi badan hukum/badan
usaha kelas menengah dan besar)

10. Surat pernyataan mematuhi ketentuan teknis

11. Surat keterangan domisili usaha

12. 1UI asli (bila perpanjangan)

13. Surat keterangan bermaterai apabila dikuasakan dan fotocopy KTP yang

dikuasakan.

©NO O AW

Mengurus 1Ul yang berbayar hanya HO atau dinas gangguan, untuk tempat
produksi ada PBB dan IMB.

Peraturan yang berkaitan:

Undang-undang Pemda no 23 tahun 2014 tentang kewenangan bahwa Ul untuk
usaha kecil dan menengah.

Perpres no 98 tahun 2014 perlu ditinjau ulang karena menurut fungsinya hampir
sama dengan IUI dan ini juga tentunya berpengaruh terhadap akses permodalan
dan penjaringan usaha.

Undang-undang no 3 tahun 2014 tentang perindustrian, TDI hilang digantikan
dengan IULI.

Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang aspek permodalan.

Undang-Undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Lampiran 4. Hasil wawancara mendalam dengan kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Depok yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2016 dan
30 Maret 2016

Penelitian

“Analisis Faktor Kendala Pengajuan Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Jabodetabek™.

Nara Sumber : Ir.Yatna Ariyatna
Jabatan: Kepala bidang Pelayanan Perizinan
BPPTPM kota Depok.

Pewawancara : Tati Maryati
IUI adalah izin Usaha Industri, yang bisa diperoleh dari BPPTPM (Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) sedangkan ITUMK (lzin
Usaha ikro Kecil) yang kewenangan pengurusannya diberikan kepada kantor
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kecamatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun
2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil.

Pada pasal 1 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 ,yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

3. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan UMK adalah
tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam
bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Pada Pasal 4:

(@) dijelaskan bahwa pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.

(b) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan
kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008

tentang usaha mikro,kecil dan menengah pada pasal 6 :

(a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dikota Depok perpres ini belum bisa diimplementasikan .

Penjelasan tentang Izin Usaha Industri
Pendaftaran izin dapat langsung datang ke kantor BPPTPM di kota Depok,
dengan membawa:

1. Fotocopy KTP

2. Fotocopy NPWP(pribadi,perusahaan,cabang)

3. Fotocopy Izin gangguan (HO)

4. Fotocopy Akte pendirian dan perubahan perusahaan

5. Fotocopy Pengesahan SH kehakiman/perubahan.
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6. Pernyataan tidak keberaan tetangga yang diketahui
RT,RW,Lurah,Camat(asli).

7. Fotocopy PBB tahun yang berjalan(lunas)

8. Fotocopy Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS kesehatan dan
ketenagakerjaan.

9. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi badan
hokum/badan usaha kelas menengah dan besar)

10. Surat pernyataan mematuhi ketentuan teknis

11. Surat keterangan domisili usaha

12. 1UI asli (bila perpanjangan)

13. Surat keterangan bermaterai apabila dikuasakan dan fotocopy KTP yang
dikuasakan.

Mengurus 1Ul yang berbayar hanya HO atau dinas gangguan, untuk tempat
produksi ada PBB dan IMB.

Lampiran 5. Hasil wawancara mendalam dengan kepala Kantor Pelayanan
Perizinan tangerang Selatan yang dilakukan pada tanggal 29 Maret
2016 dan 30 Maret 2016

Penelitian
“Analisis Faktor Kendala Pengajuan Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Jabodetabek™.

Nara Sumber : Haris Jaya Perwira,S.1P
Jabatan: Kepala bidang Pelayanan Perizinan
BPPTPM kota Tanggerang Selatan.
Pewawancara : Tati Maryati

IUI adalah izin Usaha Industri, yang bisa diperoleh dari BPPTPM (Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) sedangkan ITUMK (lzin
Usaha ikro Kecil) yang kewenangan pengurusannya diberikan kepada kantor
kecamatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun
2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil.

Pada pasal 1 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 ,yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengabh.
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3. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah
tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam
bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Pada Pasal 4:

(a). dijelaskan bahwa pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.

(b). pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan
kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008

tentang usaha mikro,kecil dan menengah pada pasal 6 :

(a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(b) Kiriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dikota tangerang perpres ini belum bisa diimplementasikan .

Pendaftaran izin dapat langsung datang ke kantor BPPTPM di kota Depok,
dengan membawa:
Fotocopy KTP
Fotocopy NPWP(pribadi,perusahaan,cabang)
Fotocopy Izin gangguan (HO)
Fotocopy Akte pendirian dan perubahan perusahaan
Fotocopy Pengesahan SH kehakiman/perubahan.
Pernyataan tidak keberaan tetangga yang diketahui
RT,RW,Lurah,Camat(asli).
Fotocopy PBB tahun yang berjalan(lunas)
Fotocopy Bukti pembayaran keikutsertaan BPJS kesehatan dan
ketenagakerjaan.
9. Tanda terima penyampaian LKPM periode terakhir (bagi badan
hokum/badan usaha kelas menengah dan besar)
10. Surat pernyataan mematuhi ketentuan teknis
11. Surat keterangan domisili usaha
12. 1Ul asli (bila perpanjangan)
13. Surat keterangan bermaterai apabila dikuasakan dan fotocopy KTP
yang dikuasakan.
Mengurus 1Ul yang berbayar hanya HO atau dinas gangguan, untuk tempat
produksi ada PBB dan IMB.
Kebijakan yang berhubungan dengan pengurusan perizinan untuk UMKM Adalah

Perpres nomor 98 tahun 2014 dan Undang-undang no 20 tahun 2008.

ogakrwdE

o~
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Lampiran 6. Hasil wawancara mendalam dengan kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Bekasi yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2016 dan
30 Maret 2016

Penelitian

“Analisis Faktor Kendala Pengajuan Sertifikat Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah di Jabodetabek™.
Nara Sumber : Jaya Eko Setiawan,SH
Jabatan: Kepala bidang Pelayanan Perizinan
BPPTPM kota Bekasi.
Pewawancara : Tati Maryati

IUIl adalah izin Usaha Industri, yang bisa diperoleh dari BPPTPM (Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) sedangkan IUMK (lzin
Usaha ikro Kecil) yang kewenangan pengurusannya diberikan kepada kantor
kecamatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun
2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil.

Pada pasal 1 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 ,yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

3. 1zin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah
tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam
bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Pada Pasal 4:

(@) dijelaskan bahwa pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.

(b) pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan
kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik
wilayah.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008

tentang usaha mikro,kecil dan menengah pada pasal 6 :

(a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
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dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih
dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Namun karena yang terbaru adalah perpres no 98 tahun 2014 pemerintah kota
Bekasi sudah mengimplementasikan perpres nomor 98 tahun 2014 ini dan pelaku
usaha mikro dan kecil di kota Bekasi sudah bisa mengurus ITUMK nya dan ini
tidak berbayar.

Kebijakan yang berhubungan dengan pengurusan perizinan untuk pelaku usaha
mikro dan kecil ini adalah Perpres nomor 98 tahun 2014,

Mengurus 1Ul yang berbayar hanya HO atau dinas gangguan, untuk tempat
produksi ada PBB dan IMB.

Lampiran 7. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas.

. Uji Validitas Uji Reliabilitas
Faktor Indikator
r>0.361 keterangan Cr>0.6 keterangan
Sertifikasi Halal Bl 0.408 Valid
B2 0.720 Valid
B3 0.617 Valid
B4 0.536 Valid
B8 0.722 Valid
B10 0.392 Valid
B11 0.373 Valid
MD B5 0.714 Valid .
B6 0.586 valid 0.744 Reliabel
B7 0.719 Valid
B9 0.530 Valid
B11 2 0.412 Valid
Izin Industri B11 3 0.629 Valid
B12 0.513 Valid
B29 0.428 Valid

B30 0.548 Valid
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Lampiran 8. Output hasil pengolahan dengan AHP

Priorities with respect to:
Goal: UMKM Makanan Beku

PDS
PM
KMM
PSM
Inconsistency = 0,05
with 0 missing judgments.

Priorities with respect to:

Goal: UMKM Makanan Beku
=>PDS

KKK
Lu
PP
KAP
Inconsistency = 0,04

with 0 missing judgments.

Priorities with respect to:
Goak: UMKM Makanan Beku
=PM

KKK
LU
PP
KAP
Inconsistency = 0,06
with 0 missing judgments.

,575
,303

,139

Combined

Combined

,059

,154
,553

Combined



Priorities with respect to:

Goal: UMKM Makanan Beku
>KMM

KKK
Lu
PP
KAP
Inconsistency = 0,06

with 0 missing judgments.

Priorities with respect to:
Goal: UMKM Makanan Beku
=PSM

KKK
LU
PP
KAP
Inconsistency = 0,07
with 0 missing judgments.

Priorities with respect to:
Goal: UMKM Makanan Beku
>PDS
>KKK

BPOM
KEC
BPMP
UMKM
Inconsistency = 0,07
with 0 missing judgments.

BPOM
KEC
BPMP
UMKM
Inconsistency = 0,08
with 0 missing judgments.

,595
127
,233

Combined

.
~J
L=l

Combined

Combined
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Priorities with respect to: Combined
Goal: UMKM Makanan Beku

>PDS
>PP

BPOM 590 [

KEC A19

BPMP 241

UMKM 050

Inconsistency = 0,06
with 0 missing judgments.

Priorities with respect to: Combined

Goal: UMKM Makanan Beku
>PDS

>KAP
BPOM 00 [
rec s
BPMP 234 I
UMKM 050 [l

Inconsistency = 0,06
with 0 missing judgments.

Priorities with respect to: Combined
Goal: UMKM Makanan Belu

>PDS

>KKK

>BPOM

Lo 047 I
DAP ,061
S0P 080
PL 052 [
B8 23 I
sl 165 [
u 207 I
U1 156 [

Inconsistency = 0,03
with 0 missing judgments.



Priorities with respect to: Combined
Goal: UMKM Makanan Beku
>PDS
>KKK
>KEC

] 162
SUMKH 838 [

Inconsistency = 0,00
with 0 missing judgments.

Priorities with respect to: Combined

Goal: UMKM Makanan Beku
=>PD5S
>KKK
>BPMP

AP ,432
PSKK ;263
KSBPI1S ,053
DU ,081
LKPM 172

Inconsistency = 0,08
with 0 missing judgments.

Priorities with respect to: Combined

Goal: UMKM Makanan Beku
>PDS
>KKK
>UMKHM

PSP 572 .
R 20s
sTP 080 [N
PK 440 [N

Inconsistency = 0,07
with 0 missing judgments.

KBl
ST
PCP
PLU
PUI
BHME
PEUE

Synthesis with respect to:
God: UMKM Makanan Beku

Qweral Inconzistency = 06

61
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Lampiran 9. Hasil analisis dengan AHP.

Fokus

Tujuan

Aspek

Aktor

Faktor

Strategi

Halal

UMKM makanan beku dapat mengajukan sertifikat

_

—

P.Daya Perekonomian Kesejakteraan Pembangunan
Saing (0.575) Meningkat Masyarakat M. Berbagai sector
(0.203) (0.083) (0.139)
Keamanan Legalitas Pendampi Akses

Pangan (0.278)

Usaha (0.143)

ngan (0.321)

Pembiayaan(0.257)

BPOM (0.484) PEMDA BPPTPM UMKM
(0.102) (0.198) (0.215)
| ! | |
Lay Out (0.47) IIDZin il '(A(\)kﬂtf?’,Z;) gigggzna
. omisili
Diagram AP (0.061 '
g (0.061) 1\ 0 162) SKK (0.263) | | (0572)
Standard OP(0.080) Rumit
] Keanggotaan
Peta lokasi (0.053) Sikap BPJS(0.053) (0_-208)
Bahan Baku (0.233) UMKM Domisili ;'((jjalf.
Sanitasi (0.165) (0.838) Usaha(0.081) | | "oy
Ujilab (0.207) LKPM Pelayanan
IUI (0.156) (0.172) (0.140)
Bimbin Sentral P.Cara Uji Pengu MD MD
gan isasi Produk Lab. rusan Murah | Mudah
Intens usaha siYang || (0.036) || IUI (0.094) | cepat
(0.147) (0.057) Benar mudah (0.169)
(0.343) (0.153)
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